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BAB 1

PENDAHULUAN

L1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan tidak hanya mensyaratkan lersedianya modat
dasar pembangunan dalam arti tersedianya sumber-sumber alam, tetapi juga
mensyaratkan tersedianya modal-modat lain yang berwujud skill, teknologi.
kemampuan manajemen, keuangan dan fain-lain. Kemampuan bangsa Indonesia
belum mencukupi untuk dapal melaksanakan program pembangunan secara
mandiri. Keterbatasan teknolog, skill, manajemen dan finansial menjadi kendala
yang serius.

Menghadapi keadaan perekonomian negara kita sekarang, pemerintah
perlu mengambil serangkaian tindakan agar keadaan ekonomi bergairah kembali
dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tindakan pemerintah menangpulangi
keadaan ekonomi tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya serangkaian
kebyjakan yang kemudian dikenal dengan sebutan paket kebijakan ekonomi
diantaranya tentang Penanaman Modal Asing (PMA).

Penggunaan modal asmg di Indonesia didasan  dapal  membantu
percepatan modermsast ekonomi dan struktur ekonomi Indonesia. Dengan dasar
tersebut, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
kepada PMA untuk melakukan investasi di Indonesia. Kehadiran Penanaman
Modal ;\bing (PMA} memnbenkan honstibusi  penting bagt  pemibangunan

nasional, terutama menunjang pengelolaan sumber-sumber kekavaan alam.



membuka iapangan usaha. serta memngkatkan kegiatan ekonomi  modern
termasuk juga mempercepat akselarasi alih tcknologi yang sangat dibutuhkan oleh
bangsa Indonesia.

Sebagai landasan yuridis formal dalam penyelenggaraan Penanaman
Modal Asing di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang
perubahan dan tambahan UU Nomor | Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing. Kedua Undang-Undang ini sekaligus menjadi jamman kepastian hukum
bagi calon investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, maka kewenangan
pemerintah daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan
pemanfaatan sumber daya nasional vang berkeadilan serta nerimbangan keuangan
pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, diperlukan pengawasan untuk lebih
memberikan kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan serta
memberikan peran kepada instansi Apemerintah terkait khususnya Instansi
Penanaman Modal Kabupaten/Kota (IPMK).

Kegiatan penanaman modal asing di Kota Makassar Juga tidak terlepas
dan pelaksanaan pengawasan. Fungsi pengawasan adalah mencegah terja{im j //‘
\J_‘

penyimpangan atau kesalahan-kesalahan, memperbailki  penyimpangan Etay,u"“ Ak 4/

kesalahan yang sudah terjadi, mendinamisir setiap kegiatan dan mempertebal rasa
tanggung jawab. Jadi tujuan yang ingin dicapai dari suatu kegiatan pengawasan
adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan dari instansi pemerintah vang

menangani kegiatan penanaman modal asing.




sciring denigan dumdangkannya Undapg-Undang Nomor 37 fahun 2664
witang Pomenntalian Dacrah yang pada prinsipio s mombeorikan kowenangan
yang luas kepada dacrah untuk mengurus daerahnva. termasuk uniuk mengadakan
Rerjasamia dengan lembaga atau badan luar negen, maka dalam pasal 16 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah dapat mengadakan kerjasama vang saling
menguntungkan dengan lembaga/badan luar negeni vang diatur dengan keputusan
bersama.

Dengan adanva Kewenangan yang diberikan kepada dacrah  untu

mengadakan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negers maka amtara

-
L

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dengan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 terjadi kontradiksi, dimana undang-undang nomor Tl Tahun 1970
bersifat sentrahistik sedanpkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bersifat
desentralistik.

Konsekuensi togis dari ekonomi daerah adalah tuntutan peningkatan
Kemampuan untuk wenggali dan mengembangkan potensi chonons dacrah
termasuk Kepiawaian imenarik investor. ksistenst dan besarnva arus imasuk
modal asing turui ditentukan oleh kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah dibidang penanaman modal seperii penentuan jumlah modal
asing yang berhasil ditarik. selain itu faktor stabilias politik, keamanan.

penegakan hukum menjady fakior utama investor asing menanaimkan modaliya

pada suain daerah.




Berdasarhan  urdian  tersebii di atas. maka  pepubisn  mienpaingkar
perimasaiahan i dalam suatu Karva ilniah vang berjudul “Pelaksanaan Fangs:
1

Pengawasan Penanaman Modal Asmg Menurut Undang-Undang Nomor 1}

Tahun 1970 dalam kaitannya dengan otonomi daerah™.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakany tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai
berikui:
a. Bagaimanakah bentuk pengawasan hukum pemerntah daerab terhadap
Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Makassar ?
b. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan

pengawasan terhadap Penanaman Modal Asing dv Kota Makassar 9
g p 13

1.3 Tujuan dan Kegunaano Penclitian
Adapun tujuan penelitian adalah:

Untuk mengetahui bentuk pengawasan hukum pemerintah daerah terhadap

ad

Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Makassar.

b. Untuk mengeiahui  fakior-faktor  yanpg  mendukung dan  menghambai
peiaksanaan pengawasan icrhadap Penanaman Modal Asing di Kota
Makassar.

Sedangkan kegunaan penclitian adalah:
a. [nharapkan dapat menjadi masuhan dan bahan pertimbangan kepada insiansi

pemermtah vafiy berwenany scrla miasvarakat pada wmwinnya vany teriarik



pada masalah penyelenggaraan Penanaman Modal Asing {PMA) di indonesia
khususnya di Makassar.
b. Diharapkan dapat memberi kontribusi dalam perkembangan hukum ekonomi

di masa yang akan datang.

1.4 Metode Penelitian
a. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kota Makassar dengan
perimbangan bahwa Kota Makassar merupakan pmntu gerbang dan Kota
terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta merupakan kota industri
sehingga banyak mvestor yang berminat untuk mengembangkan usahanva di
Makassar.
b. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
(1) Data primmer, yaitu data yang dipcrolch secara langsung dan sumber data

yang berkaitan dengan penanaman modal asing dengan menggunakan

teknik wawancara.

(2) Data sekunder, yaitu data pelengkap yang diperoleh melalui
kepustakaan yang bersumber dan buku-buku literatur, kanva ilimiah
peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan topik
penelitian.

¢. Teknik Pengumpuian Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut.




(1) Wawancara (iirerview), yaitu melakukan wawancara langsung dengan sial’
dari perizinan kantor Badan Promosi Penanaman Modal Daerah dan
perusahaan Penanaman Modai Asing guna mendapatkan data dan
informasi yang akurat berkenaan dengan pelaksanaan Penanaman Modal
Asing dalam kaitaniiya dengan Otonomi Daerah.

(2) Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara menelaah referensi-referensi
ukum dan peraturan-peraturan vang berfaku.

d. Analisis Data
Data yang berhasil dikumpulkan. baik data primer berupa hasil

observasi dan hasil wawancara. maupun data sekunder dianalisis dengan

menggunakan analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif




BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan yang beriujuan
mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai
dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa
vang salah atau siapa yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk
melakukan koreksi terhiadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika (erjadi
kesalahan atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin
dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan
benkutnya sehingga lebih terarah pelaksanaannya.

Menurut George R. Terry (1996 : 395) mengemukakan pengertian
pengawasan sebagai berikut:

Pengawasan berarti mendeterminasi apa vyang telah dilaksanakan,

maksudiya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu mcncmpkan,,

tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan S,
rencana-rencana. 3

Selanjutnya Arifin Abdulrachman (2001 : 99) mengemukakan peng nnr' .

pengawasan sebagai berikut:

Pengawasan adalah kegiatan/proses kegiatan untuk mengetahui hasil
pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki kemudian dan
mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula
mencegah sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah
ditetapkan.

Kemudian pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh S.P Siagian

(2002:135) adalah:



Pengawasan ialali proses pengamatan daripada pelaksanaan seii
Kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan v —
scdang dilaksanakan berjalan scsuai dengan rencana  yang  iclah
ditentukan.

Selanjutnya pengertian pengawasan menurut Keputusan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 Tentang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal dijelaskan bahwa.

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah,

mengurangi lerjadinya penyimpangan dan melaksanakan pengenaan

sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan vang telah
ditetapkan dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal.

Berdasarkan pengertian tersebui dapat disimpulkan bahwa pengawasan
dilaksanakan supaya rencana yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan
baik dan bila ditemukan kesalahan dan penyimpangan dari rencana semula, maka
segera diambil tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terulang lagi.

Selanjutnya pelaksanaan fungsi pengawasan penanaman modal asing
menurut UU No. 11 Tahun 1970 secara tegas diatur dalam Pasal 218 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahian Dacrah, yang

. -;-"‘a .‘:“
melakukan pengawasan terhadap: I :!55 %
1) Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah \ 5 r“' o
2) Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; :"f‘ us !.é.’i.’.'?—/

3) Pelaksanaan kerjasama Internasional di daerah;

Tugas pengawasan tersebut di atas diharapkan dapat terfaksana dengan
baik guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan tugas
dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penub rasa tanggung jawab vang

dilaksanakan secara efekuf dan efisien.

e



2.2 Pengertian Penanaman Modal Asing
Pengertian Penanaman Modal Asing dapat dilihat dalam pasal | Undang-
Undang Nomor 1 yakni dalam pasal | membert definisi tentang penanaman
inodal asing adalah sebagai berikut:
Pengertian Pepanaman Modal Asing di dalam Undang-Undang ini
hanyalah wmeliputi penanaman modal asing secara langsung yang
dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang
ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di [adonesia,
datam arti balwa pemilik modai secara langsung menanggung risiko dari
penanaman modal tersebut.
Berkenaan dengan pengertian Penanaman Modal Asing terscbut, Zudan
Arief Fakrulloh dan Hadi Wuryan (1997 . 63) perpendapat bahwa perumusan
pasal fiu mengandung unsur-unsur pokok. vaitu:
Penanaman modal secara langsung.
Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan.

Perusahaan itu di Indonesia.
Resiko yang langsung ditanggung oleh pemiltk modal.

Ao ow

Menurut Soedjono Dirdjosiswdro (1999 : 222), Penanaman Modal Asing
yang dipcrbolchkan oleh Undang-Undang Nomor § Tahun 1967 adalah
penanaman modal dimana pemilik modai asing hanya memiliki sejumiah saham
dalam suatu perusahaan, tanpa mempunyal kekuasaan langsung dalam
manajemen perusahaan.

Merujuk pada pengertian Penanaman Modal Asing dalam pasal 1 Undang-
Undang Penanaman Modal Asing, kiranya penting pula dikctahui apa saja yang
terimasuk dengan modal asing. pengeriian modal asing tercantum dalam Pasal 2

Undang-Undang Peénanaman Modal Asing vang berbunyi sebagai berikut:



I

Pengertian modat asing dalam undang-undang mi adalah:

a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian  dari
kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah
digunakan untuk pembiayaan perusahaan di indonesia.

b. Alat untuk perusahadn, termasuk penemiuan-peneniuan baru milik
orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke
dalam wilayah Indonesia, selama alal-alat tersebut tidak dibiayai dari
kekayaan devisa [ndonesia.

¢. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini,
diperkenankan  ditransfer tetapr  dipergunakan untuk  membiavai
perusahaan i Indonesia.

Tegasnya, menurut Abdul Kadir Muhammad (2002 : 323) bahwa:

Modal asing v terdiei dani alat pembayaran luar segeri (valuta asing),

alat-alat perusahaan, keuntungan sebagai hasil perusahaan, semuanya

adalah milik orang atau badan hukum asing, yang digunakan untuk
membiaydi dan menjalankan  perusahaan & Indonesia  berdasarkan

Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Selanjutnya Rosyidah Rakhmawati (2003:67) mengemukakan bahwa:

Pengertian penanaman modal asing mencakup dua hal penting, vakuni

menjalankan perusahaan dan modal asing itu sendiri, kedua hal itu telah

ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, tentang

Penanaman Modal Asing.

Jadi alat pembayaran luar negert yang inerupakan modal asing adalah alat
pembayaran luar negeri yang tidak dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk pembayaran perusahaan di Indonesia dengan persetujuan pemerintah.
Selamn alat pembayaran luar negeri ini, pada sub (b) pasat 2 Und;mg-Undang
No. | Tahun 1967 Jo. UU No. 11 Tahun 1970 menentukan, bahwa alat-alat
untuk perusahaan merupakan modal asing atau alat-alat yang bersangkutan
haruslah merupakan alat-alat vang diperoleh tidak atas biaya-biava/beban dari

kekayaan devisa Indonesia, artinva alat-alat ttu tdak dibeli dengan

menggunakan devisa yaog berada datam penguasaan negara.



Hal tersebut dimaksudkan bahwa ketertiban terhadap penggunaan devisa
negara oleh pemerintah melakukan pengawasan dalam rangka penertiban dan
pengaturannya, sebagai konsekuensi logis dari ketentuan-ketentuan vang
memberi kemungkinan bagi negara asing ikut aktif dalam membantu
meningkatkan pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah

Indonesia.

2.3 Bentuk Hukum Perusahaan Penanaman Modal Asing

Bentuk hukum  perusabiaan Penanaman Modal Asmg (PMA) vang
didirikan di Indonesia oleh pihak asing menurut Ketentuan pasal 3 ayat (1)
UU No. 1 Tahun 1967 Jo. UU No. 11 Tahun 1970, bahwa perusahaan yang
dimaksud dalam pasal 1 tersebut dijalankan untuk seluruhnya atau bagian
terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk
badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Penanaman modal asing oleh seorang asing, dalam statusnya sebagai o~

orang-perorangan dapat menimbulkan kesulitan/ketidaktegasan di bidang hukum  /

»
maka dengan perusahaan asing tersebut berbentuk badan hukum menurut hnjm '\ %

Indonesia maka jelas bentuk perusahaannya dan hukum yang dipakai ade h“ M

hukum Indonesia.
Perusahaan dalam rangka penanaman modal asing ini berbentuk Perseroan
Terbatas (PT), menurut Mulya Lubis (1997 : 31) sebagai berikut: = dengan

adanya Ketentuan iersebui maka apabila terjadi sengheta hukum, maka hita tdak

terlalu rumit dengan persoaian piithan hukum™,




Ketentuan selanjutnya diatur dalam pasat 3 avat {23 UU No. 1 Tahun 1967
Jo. UU No. Il Tahun 1970 membertkan peiuang bapi pemeriniah untuk
menetapkan kebijaksanaan yvang memungkinkan perusahaan Penanaman Modal
Asmng untuk menjalankan kegiatan usahanya secara keseluruhan atau kegiatan
usahanya tersebut merupakan bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan
perusahaan tersendirt, pasal 3 ayat (2) tersebut berbunyi sebagai berikut;

Pemerintah menetapkan apakah suatu perusahaan dijalankan untuk

seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan

tersendiri.

Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal
asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ¢konomi nasional
maupun ekonomr daerah, macam perusabiaan, besamys penasaman modat dan
kemnginan ekonomi nasional dan daerah (pasal 4).

Selanjutnya C.S.T Kansil (2001:393) menyebutkan sebagai berikut:

Dengan ketentuan pasai 4 Undang-Undang Penanaman Modal Asmg m

maka dapat diusahakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah

Indotiesia dengan memperhatikan daerah-daerah minus, sesuai dengan

rencana peimnbangunan ekonomi nasional dan daerah.

Jikalau diperhatikan bentuk penanaman modal asing (PMA) yang
dilakukan &t Indonesia, akan ditemokan beberapa bentuk penanaman modal
asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) vakni
sebagai berikut:

a. Bentuk penanaman modat asing secara langsung ({irect Foreign investment)

Merupakan beniuk penanaiman modal yang dalam arts sefurub mmodatnva

dimiliki oleh warga nepara dan/atau badan hukum asmg. Dalam hal i,




adanya keterlibatan langsung pihak mnvestor asmyg terhadap investasi vang
dilakukan, baik dalamn aspek permodalan, pengelolaan, pengawasan kegiatan
usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian
yang dialami oleh perusahaan.

b. Bentuk kerjasama antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh
warga negara Indonesia (modal nasional) dan/atau badan hukum Indonesia
adaiah sebagai berikut:

. Joint venture
Joint venture adalah kerjasama antara penanam modal asing (pemilik
modal asing) dengan penanam modal domestik (pemiiik modal nasional)
yang semata-mata berdasarkan suatu perjanjian atau persetujuan belaka.
2. Joint enterprise
Joint enterprise merupakan suatu perusahaan vang berbentuk badan

hukum antara pemilik modai asing dengan pemiiik modal nasional. Jomnr _

. W) . i
enterprise juga merupakan perusahaan terbatas, di mana modalnya terdiri :

5 &
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atas modal dalam nilai rupiah dan modal dinyatakan dalam valuta asiRg‘ u“ﬁ
| \H__. ‘j’;’ 4

\ Aruaranhhy

Kerjasama kontrak karya ini terjadi jika penanaman modal asing

3. Kontrak karya (working contract)

membuat suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini
mengadakan perjanjian kerjasama dengan badan hukum vang
mempergunakan modal nasional. Bentuk penanaman modal asing vang

demikian ini hanya terdapat dalam rangka kerjasama antar perusahaan



negara dengan peranan modal asmg Menuruwt Aminuddin (260046
bahwa:

Dari segi penanaman modal asing secara kontrak karya i

senngkah febith temuaskan kedua belah pihak  dikarenakan

masing-masing pihak dapat mengadakan pembukuan dan
kebyaksanaan secara terpisah-pisah.

Kontrak karya imi juga dianggap sebagai suatu cara untuk
menghindarkan adanya suatu konsesi, di mana yang menonjol dalam
kontrak karya ini adalah bahwa milik atas barang yang dihasitkan tetap
ada pada pthak Indonesia atau pemerintah Tetapi pengawasan,
manajemen, marketing dan tindakan lain yang berhubungan dengan

pengambilan, pengolahan distribusi dan penjualan barang yang

diproduksi sepenuhnya ada di tangan pihak asing.

4. Production sharing

th

Production sharing atau bagt hasil adalah suatu bentuk penanaman
modal asing, di mana kredit-yang diperoleh dan pihak asing beserta
bunganya akan dikembaiitkan dari  produksi perusahaan  vang
bersangkutan, dengan dikaitkan suatu Ketentuan mengenai kewajiban
perusahaan indonesia tersebut untuk mengekspor hastinya ke negara

pembert kredit.

Bentuk penanaman modal asing dengan DICS ruptah i adaiab suat
bentuk campuran atau variasi antara kredit dengan penanaman modal, di

mana kredit modal asing vang telah dipergunaksn barus dikembalikan



kepada krediturnya oleh pihak Indonesia diubah menjadi penanaman
modal asing di Indonesia.

6. Penanaman Modal dengan Kredit investasi
Kredit investasi imi merupakan kebijaksanaan pemerintah di dalam
bidang penanaman modal yang sulit dipisahkan secara jelas karena kredit
luar negeri dapat menjadi penanaman modal asing di Indonesia.

D1 samping bentuk penanaman modal asing yang diatur di dalam undang-
undang penanaman modal asing yang telah diuraikan di atas, masih ada bentuk
penanaman modai asing yang beium diatur daiam UUPMA, yakni: Penanaman
modal tidak langsung (porto folio investment) merupakan suatu bentuk
penanaman modal, di mana pihak investor asing tidak langsung teriibat akuf
dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat
piijatiai jaugka panjaig (obligast) dan saliam-saliam perusabiaan di mana modal
asing tersebut ditanamkan atau hanya memasukkan modal asing dalam bentuk

uang atau vajuta asing semata-mata. A

2.4 Bidang Usaha Penanaman Modal Asing

W T T YO

Pertimbangan pemerintah dalam rangka penenaman modal asing ini ‘

B, _f
_' -;u«hlg

i.-.
adalah bahwa pemerintah bermaksud menggunakan modal asing secarg——"
maksimal untuk mempercepal pembangunan ekonoii.
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Zudan Anif Fakrulloh

dan Hadi Wurvan (1997 : 61 sebagai berikut:




Bidang-bidang vang terbuka bagi penanaman modal asing adalah bidang-
bidang yang dalam waktu dekat dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh
modal Indonesia sendiri.

Menyangkut masalah in1, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1967 jo. UU No. 11 Tahun 1970 disebutkan bahwa:

I} Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka
bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan svarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh penanaman modal asing dalam tiap-
tiap usaha tersebut.

2) Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu
pemermntah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menegah
dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi
seita leknologr.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Penanaman Modal Asing
tersebut, maka penetapan bidang-bidang yang terbuka bagi Penanaman Modal
Asing diserahkan kepada pemerintah, selanjutnya pada pasal 6 ayat (1) Undang-
Undang Peranaman Modal Asing, mengatur fentanp, bidang-bidang  vang
tertutup untuk penguasaan secara penuh seperti:

a. Pelabuhan-pelabuhan

b. Produkst, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum
¢. Telekomunikasi

d. Pelayaran

e. Penerbangan

f. Air minum

g. Kereta apt umum

i, Panbangkii icnaga aiom

. Mass media.



Pada prinsipnya bidang usaha yang tertutup terhadap penanaman modal

asing adalab bidang-bidang:

—

2.

ad

4.

. Sektor pertanian; budidaya dan pengolahan ganja dan sejenisnya.

Sektor kelautan dan perikanan; pemanfaatan dan pengusahaan bunga karang.

Sektor perindusinian dan perdagangan:

a. Industrt bahan kimia yang dapat merusak [ngkungan seperti penta
chilorophenoi, dicholoro diphenyi tricholoro ethane, dieldrin, chiordane,
carbon tetra chloride, chloro flouro carbon, wmethyl chioroform, halon,
dan lainnya.

b. Industn bahan kimia skedul - 1 konvensi senjata kiinia

¢. Indusivi senjata dan komponeunya.

d. Industri siklamat dan sakrin

e. Industn minuman mengandung atkohol (minuman keras, anggur)

f. Pengusaha kasino atau peij udian

g. Jasa perdangun dan jusa peuunjung perdagangan, kecusll perdagangan
eceran skala besar (mall, supermarket, departemen store, pusat pertokoan/
perbelanjaan), perdagangan besar (distributor, perdagangan, ekspor dan
impor), jasa pameran, konvensi, jasa sertifikast mutu, jasa penelitian
pasar, jasa pergudangan di luar ho | dan pelabuban dan jasa pelayanan
purna jual.

Sekior perhubungan:

a. Pemanduan latulintas udara (ATS provider) seria klasifikast dan survey

statutorial kapal.




b. Manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spectrum frekuensi
radio dan orbit satelit.
c. Angkutan taksi/bis.

d. Pelayaran rakyat.

h

Sektor pertambangan dan energi; penambangan mineral radio aktif.
6. Sektor kehutanan dan perkebunan:

a. Pembentiian plasina nuifah

b. Hak pengusahaan hutan alam

¢. Kontrakior di bidang pembakaran hutan

|

. Sektor penerangan:
a. Jasa penyiaran radio dan televisi, jasa siaran radio dan televisi
berfangganan, miedia cetak.
b. Usaha perfilman (usaha pembuatan film, usaha jasa teknik, film, usaha
impor/ekspor film, usaha pengedaran film. dan usaha pertunjukan dan

atau penayangan film). i
{

untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan ekonomi maka pemerintah
menentukan bentuk-bentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional

yang paiing menguntungkan untuk tiap bidang usaha.



2.5 hewenangan Pemerintah Daerah daiam Pelaksanaan PMA

Salaf satu prestas: yang fenomenal sejak bergulimya reformasi adalah
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Taihun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah, yang memberikan warna dan atmosfir yang baru dalam penyelenggaraan
pemerintah.

Sesuar dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerninta dacrab
berwenang untuk mengatur dan mengurus sendin urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melatui
peningkatan pelayanan, berberdayaan dan peran serta masyarakai. Sefawn sia.
dacraly juga dibarapkan wampu wenmgkatkan daye sang dengan micuper-
hati-kan prinsip-prinsip demograsi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dafam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pengerttan otonomi daerah dalam Uadang-Undang Nonror 32 Tahun
2004, bahwa “Otonomy daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan
tanggung jawab daerah untuk mengatur rumah tangganya sendin, kecuali
disektor-sektor agama, pertahanan dan keamanan, politik tuar negeri, moneter
dan kehakiman™.

Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom, diatur dalam pasal
t0 ayat (1). (2) dan (3}, pasal 11 avai (1), {2} dan (3) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 Teutang Pemerintahan Dagrah vang berbunyi sebagai berikut -



Pasai 10 Undang-Undang Nomor 32 Tabun 20064

(1) Kewenangan dacrah mencakup kewenangan dalam bidang pemeriniah.
hecuall kewenangan dalan brdang poliik fuat siegers, pertabianan
keamanan, peradilan, moneter dan f{iscal, agama, serta kewenangan
bidang fam.

(2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),
meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian
perubangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan
sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara,
pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan
sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan
standarnisasi nasional.

Pasat 11 Undang-Undang Womor 32 Tahun 2004

(1) Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan
datans bidaug pemeriniatian yaug bersifsi linias kabupaten dan hota,
serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.

(2) Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom termasuk juga
Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah
kabupaten dan daerah kota.

(3) Kewenangan propinsi sebagai  wilayah aduninistrasi  mencakup
kewenangan dalam bidang pemenntahan vang dilimpahkan kepada
Gubernur selaku wakil pemerintah.

Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara tersurat
mengatur bahwa daerah memitiki kewenangan membuat kebyakan daerah untuk
memben pelayanan, penirngkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahreraan rakyat.

Sehubungan dengan investasi, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2G04 Pasal 176 juga dijelaskan bahwa: “Pemerintah daerah dalam meningkatkan
perckonomian daerah dapat memberthan inseatif danvatau kemudahan kepada
masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan™. Pemberian insentif ini dapat berupa penvediaan

sarana, prasarana. dana sumuian, pemberian modai usaha, pemberian bantuan

tekiiis, keringanan biava dan percepatan pembetiain 1zin.



(O]

Menurut Djoka Sudantoko (2002 © 13 bahwa:
Pemberlakuan otonomi  sangat dimmungkinkan meningkatkan investasi.
bila sebeiumnya ijin PMA harus ditandatangani presiden, dengan otonomi
cukup oleh bupati/walikota. Mekanisme perijinan yang demikian mem-
berikan peluang bagi  investor mempercepat  realisasi  investasinva,
meminimalkan pengeluaran yang tidak terarah dan meminimalkan
tetjadinya  konflik  dengan imgkungan daerah  invesiasinya. Konflik
tersebut relatif dapat dihindarkan karena pemerintah daerah membantu
investor memilih tempat usaha dan mengembangkan aliansi strategisnya
dengan faktor-faktor produksi di daerah tersebut.

Sefanjutnya Hamid (2001 : 110) mengatakan bahwa:

Untuk menarik investor maka pemerintah daerah harus bersifat pro-akuf

menarik mvesior, baik dengan memberikan inseniif terieniu, ataupun

dengan penyediaan infrasktur vang membuat pemilik dana mau
menginvestasikan modainya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah dapat diwujudkan
melalui serangkaian upaya akumulasi modal, baik modal dalam negeri maupun
modai fuar negeri. Kekurangan modai (investasi) seialu menjadi faktor pembatas.
padahal modal [uar negeri cukup besar dan melalui perencanaan dan promosi
yang baik, para investor akan tertarik menanamkan modalnya sesuai sektor/sub

sektor serta sumber daya yang tersedia.

Seiring dengan prinsip otonomi  daerals yang menggunakan prinsip

\ TRoygranhl
Pl 5

otonomi sefuas-iuasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan -
mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah
vang ditetapkan datam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah memifiki kewenangan membua kebijakan dacrahi seperii kebijakan

invesiasi.




Penyclenggaraan  otonomi  daerah  harus  selalu  berorietansi  pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepeaiimgan
dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta menjamin keserasian hubungan
antara daerah dengan dacrah lainnya, begitu pula menjadi hubungan yang serasi
antara daerah dengan pemerintah. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan
sejatan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan
pembinaan berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan.
perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan.
bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi. Bersamaan itu pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa
perberian peluang kemudalan, bantuan, dan dorongan kepada dacrah agar datam
melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektf sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

2.6 Smkronisasi UU No. 1 Takun 1967 Jo. UU No. 11 Tahun 1970 tentang PMA
dengan U Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pembentukan Undang-Undang Nomor t Tahun 1967 Jo. Undang-Undang
11 Tahun 1970 merupakan upaya pemetintah dalam rangka keterbukaan terhadap
masukuya investasi asing. Hal ini dilakukan atas dasar kesadaran bahwa
penanaman modal asing merupakan salah satu unsur penunjuk  basis
perekonimian nastonal dan daerah dalam rangka pencapaian pertumbuhan
ckonom, headifan dan penerataan hasif-hasii pembangunan ckonom kepada

semua lapisan masyarakat Indonesia.




UUPMA  tersebut  diharapkan menjadi landasan  yuridis  dalam
penyelenggaraan sekior-seklor kegiatan PMA di indonesia. Disamping itu.
UUPMA diharapkan mampu memberdayakan fungsi dan peranan PMA dalam
rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi baik secara nasional maupun
dalam skop daerah yang cakupannya sangat luas dan berkembang sangat pesat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo. Undang-Undang Nomor 1]
Tahun 1970 yang dikenai dengan UUPMA pada dasamya diundangkan pada
masa orde baru, dimana suasana kegiatan-kegiatan kenegaraan, utamanva
kegiatan-kegiatan penanaman modal asing ketika itu dipengaruhi oleh sikap
sentralisme kekuasaan, artinya hampir semua kebijakan di bawah kendali
pemerintah pusat (presiden).

Kegiatan-kegiatan PMA berkaitan langsung dengan berbagai departemen.
diharuskan ada koordinasi yang baik antara beberapa departemen terkait melalui
suatu badan yang pada tingkat puﬁat dikenal dengan Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM), dan pada tingkai Propinsi dibeniuk Badan Promosi 3

dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD). Kemudian, cara-cara penvelengganaéﬁ: .

koordinasi tersebut akan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah. Hal tersepukt X et

terakomodasi dalam Pasal 28 UUPMA. ‘
Pasal 28 UUPMA berbunyi:

(1) Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang ini harus
ada koordinasi antara badan-badan pemerintah yang bersangkutan
untuk menjamin keserasian daripada kebijaksanaan pemerintah
terhadap modal asing.

(2) Cara-cara penvelenggaraan koordinasi tersebut akan ditentukan lebih
lanjut oleh pemerintah.




Untuk mewujudkan anjuran Pasal 28 avat (2} UUPMA tersebut. utamanya
menyangkut cara-cara penyelengaraan PMA yang akan masuk ke Indonesia,
maka pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala
Koordinasi Penanaman Modal 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tatacara
Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal
Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, yang pada hakekatnya mengatur
prosedur kegiatan investasi harus ke Menteri Investasi/ Kepala BKPM (Badan
Koordinasi Penanaman Modal) atau kepala Perwakilan RI setempat atau Ketua
BPPMD (Badan Promosi Penanaman Modal Daerah) setempat sebagaimana
tercermin dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Negara
Investasi’Kepala BKPM No. 57/SK/2004 yang berbunyi:

Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

Calon penanaman modal yang akan melakukan kegiatan penanaman

modal dailam rangka PMA wajib mengajukan permohonan penanaman

modal kepada:

a. Menteri investasi/Kepala BRPM atau

b. Kepala Perwakilan RI setempat, atau

¢. Ketua BPPMD setempat.

Pasal 2 ayat (3) huruf b berbunyi:

Surat Persetujuan (SP) PMA dikeluarkan oleh Maninves/Kepala BKPM,"-
atau Menteri Luar Negeri dalam hal ini Kepala Perwakilan RI_s€tempg E

atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hai ini l\etua\ BPPMD;
setempat. L

Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Koordinasi Peni
Modai Nomor 57/SK/2004 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 yang menyerahkan secara mutlak kegiatan-kegiatan penanaman
maodal iersebut kepada kabupaten dan koia sebagannana tercermin dalam Pasal

Il ayat (2) yang berbunyi:




Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan

kebudayaan.  perianian, perhubungan, ndusirt  dan  perdagangan.
penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan koperasi, dan tenaga
kena.

Berpijak pada Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, maka
dapat dikatakan bahwa kegiatan penanaman modal asing wajib dilakukan/
ditangani oleh daerah kota dan daerah kabupaten. Ini berarti bahwa kegiatan-
kegiatan di bidang PMA tidak boleh lagi diintervensi oleh propinsi atau pusat,
akan tetapi harus diserahkan sepenuhnya kepada kabupaten dan kota.

Oleh karena UUPMA lahir dari suasana sentralisme kekuasaan maka
UUPMA sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, dimana kegiatan-kegiatan
kenegaraan uiamanya PMA berubah dari kondisi sentralisme ke kondisi
desentralisme, terbukti dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang pemerintah daerah yang menitik beratkan kegiatan-kegiatan penanaman

modal asing kepada pemerintah kota. atau pemerintah kabupaten atau dengan

perkataan lain otonomi daerah.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
3.L.1 Gegrafis dan Topografi
Kota Makassar terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada
koordinat 119718779 — 119°32°31” Bujur Timur dan 5°3°30.18" - 5°14°6,49”
Lintang Selatan. Kota Makassar berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan dibahagian utara; Kabupaten Maros di sebelah Timur; Kabupaten
Gowa dibahagian Selatan dan Selat Makassar di bagian Barat. Kota Makassar
diapit oleh dua buah sungai, yaitu: Sungai Tallo vang bermuara di sebelah utara
kota, dan Sungai Jeneberang yang bermuara pada bagian selatan kota.
Kota Makassar merupakan hamparan dataran rendah vang berada pada
ketinggian antara 0 — 25 meter dari .permukaan laut. Dari kondisi seperti ini
terlihat bahwa kota Makassar sering mengalami tergenang air dimusim hujan

terutama pada saat terjadinya hujan bersamaan dengan air pasang. \ : '. ,\,}%

".

Keadaan 1kiim daerah mi termasuk dalam zone iklim tropis. Berdabar\kap & ..—-;':‘9
"'"un?ﬁ!‘
pencatatan Stasiun Meteorologi Maritim Paotere, secara rata-rata kelembaban -
udara sekitar 81-91 persen, temperatur udara sekitar 26.7° - 28,6°C, dan rata-
rata kecepatan angin 3,4 knot.
Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua
bagian yaitu. 1) bagian baral ke Utara refaitl rendah dekai dengan pesisir

pantat, 2) bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan




Antang Kecamatan Panakukang. Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung
mengaral kebahiagian Utara Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan

perumahan di Kelurahan Daya, Bulurokeng dan Sudiang.

3.1.2 Demografi

Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km® yang meliputi 14
kecamatan, 143 kelurahan, 885 RW dan 4 446 RT.. Jumlah penduduk Kota
Makassar tahun 2004 tercatat 1.130.384 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak
357.050 yiwa dan perempuan sebanyak 573.334 jiwa. Kepadatan penduduknya
adalah 6.776 jiwa/km®, laju pertumbuhan penduduk 3.24 %, laju pertumbuhan
ekonomi 962 %, dan laju pertumbuhan rata-rata 1.65%. serta pendapatan
perkapita sebesar Rp 1.899.897. Masyarakat Makassar terdiri dari beberapa
etmis yang hidup berdampingan secara damai, seperti: etnis Bugis. etnis
Makassar, etnis Cina, etnis Toraja, etnis Mandar, dan lain-lain.

Angkatan kerja Kota Makassar cukup memadai yaitu 904.644 u/d.m_

A

yang dapat bekerja diberbagai sektor/sub sektor pembangunan. Angi\atan kegaa
9] ,'
tersebut adalah penduduk usia kerja atau penduduk yang berusia 10 uzhl{n Re 3};3 A

N
M“

atas, sedang tenaga kerja adalah tingkat partisipasi angkatan kerja te
penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Makassar terhadap

angkatan kerja tahun 2004 4228 persen lebih besar dari tingkat partisipasi

angkatan kerja tahun 2003 yang hanya 38.41 persen.
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3.1.3 Sarana dan Prasarana

Berbagai sarana dan prasarana pendukunp yang dapat diinformasikan
kepada calon investor seperti pelabuban laut (kontainery, listrik, telepon. air
minum, bandar udara intemasional, hotel, kawasan industri, lokasi Gowa
Makassar Tourisry Development Cooperation (GMTDC) dan Tain-lain telah
tersedia di Makassar. Bahkan prasarana jalan dajam rangka MINASAMAUPA
telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka perluasan fasititas diketiga kota
bertetangga yaitu Gowa, Maros dan Makassar.

Pembangunan infrastruktur seperti perluasan pelabuhan laut Makassar,
Bandara Hasanuddm, Kawasan Industri Makassar dan jalan Tol Reformasi
yang menjadi jalan penghubung utama yang membelah 3 (figa) kecamatan,
yaitu: Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo dan Ujung Tanah, serta
menghubungkan Pelabuhan Laut Soekamo-Hatta dengan bandara Udara
Hasanuddin dan wilayah sekitarmya .

Sarana dan prasarana jalan transportasi yang ada terdiri atas:

1. Panjang jalan 1 146,03 km, yang terdiri atas:

a. Aspal 1 904,47 km
b. Kerikil ;46,30 km
¢. Tanah o 3061 kan
d. Tidak dirinci ' © 164,63 km

2. Jumlah kendaraan 37.922 buah. vang terdiri atas:

a. Mol petumpany o 28557 buah

b. Moabsii bus o 11420 buah
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¢. Mobil truk : 8444 buah
d. Mobil Pickup - 8978 buah
e. Mobil tangki X 416 buah
f. Terpelan ; 67 buah

3. Fasilitas transportasi berjumlah 303 buah, vang terdiri atas:

a. Jembatan penyeberangan > 10 buah
b. Zebra Cross o 102 buah
¢. Traftic Light ;70 buah
d. Shelfer . 22 buah
¢. Halte Bus © 93 buab
f. Terminal : 4 buah

3.1.4 Sumberdaya Alam

Sebagai Ibu Kota Propinsi .Suiawesi Selatan, Kota Makassar juga
memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk diunanfaatkan
sebesar-besarnya bagi kemakmuran warganya. Dari segi sumberdaya fisik,
terutama berkaitan dengan sumberdaya pertanian (alam) memang kota
Makassar tidak seperti kondisinya dengan Kabupaten atau Daerah.

Dart sumber daya alam yang ada, telah dikembangkan secara intensif
beberapa komoditas pcrténian sebagai berikut:

a4. Tanaman pangan

b. Tanaman sayur-savuran




¢. Tanaman buah-buahan
d. Perikanan
e. Peternakan.

Kota Makassar disamping sebagai daerah transit para wisatawan yang
akan menuju ke Tana Toraja dan daerah-daerah lainnya, juga memiliki potensi
obyek wisata yang cukup menarik seperti:

a. Benieng Fort Roiterdam

b. Benteng Somba Opu

¢. Monumen Mandala

d. Mesjid Al-Markas Al-Islami

e. Perkampungan nelayan di Kecamatan Biringkanaya
f. Makam Pangeran Diponegoro

g. Makam Kuno Raja-raja Tallo

h. Makam Syekh Yusuf

1. Waduk Jeneberang ’ ‘:,g \\
J. Pusat Kerajinan Tangan | R \19 ‘ﬁ
k. Kebun Anggrek .\‘\ )

I. Pasar Burung

m. Pantai Losan

n. Peiabuhan Rakyvat Paotere
0. Balang Tonjong

p. Kawasan Wisata Tanjung Bunga




q. Musewn Lagahgo
r. Terumbu Karang pada beberapa pulau di Kepulauan Spermonde seperti
Pulau Lae-Lae, Pulau Kayangan, Pwlau Samalona, dan Pulau Kapoposang.

Selain obyek wisata Kota Makassar, juga terkenal dengan atraksi wisata

yang ada antara lain:

a. Jet ski di Pantai Losari

b, Para sailing di Paniai Losari

c. Tarnan Etnis Toraja

d. Pelaydran Rakyat

¢. Tarian Pepeka Ri Makka

f. Permainan Paraga.

3.1.5 Keadaan Envestasi Kota Makassar
Berdasarkan alas sumber day-a yang dintikl oleh Kola Makassar baik
vang telah diolah maupun yang belum diolah, maka kepada calon investor
dnnformasikan sebagai berikut;

. Terdapat peluang yang cukup besar bagi calon investor untuk menanamkan
iodainya di Koia Makassar baik wituk proyek-proyek bary, proyek-proyek
periuasan maupun untuk mengembangkan sektor-sektor yang sudah diolah.

2. Terdapat sejumlah prasarana dan sarana pendukung sedang sarana dan
prasarana lainnya vang masth dibutuhkan akan ditawarkan kepada calon

mvestor batk dalam negen maupun tuar negeri.
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Terdapat sejumlah pengusaha lokal (vang siap benmitra atas dasar pernnsip
saling menguntungkan).

Pemerintah Daerah Kota Makassar akan memberikan sejumlah kemudahan
terutama dalam pelayanan admimstrasi, perizinan dan lain-lain secara cepat,
pasti dan murah.

Pemenntah Daerah Kota Makassar akan menjamin kepastian berusaha dan
kelanjutan usaha terutama dari segi keamanan dan kepastian berusaha.

Berbagai sektor/sub sektor yang terbuka bagi calon investor serta

berpetuang untuk penanaman modal antara lain 1) Perdagangan, 2) Hotel dan

Restoran, 3) Industri Pengolahan, 4) Angkutan dan Komunikasi, 3) Bank/

Lembaga Keuangan, 6) Pariwisata. 7) Pendidkan, dan 8) Perfaman dan

Pertambangan.

Sebagai gambaran awal bagi calon investor diinformasikan bahwa pada

saat 1m terdapat sektor-sektor yang berpeluang dan telah siap untuk diisi dan

dikembangkan yaitu:

1.

Kawasan Industri Makassar (KIMA)

Kebijaksanaan pengembangan kawasan ini diupayakan secara terkonsentrasi
pada kawasan industri yang terletak di Kecamatan Biringkanaya. Kegiatan
industri yang ada &i luar kawasan diarghkan masuk ke KIMA yang telah
disiapkan. Luas kawasan ini telah dikembangkan, vang hanya 203 ha
menjadt 703 ha dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian fungsi

hingkungan, Beberapa fasilitas yang telah disiapkan dan cukup mendukung

Mvestor. aniara idin:




-
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- Tersedia pusat pengolahan limbah dengan kapasitas 3.000 M*/hari.

-~ Tenaga bstrik dan PLN dengan kapasiias sebanvak 20.600 KVA

- Janngan Telekomunikasi sebanyak 2 000 SS yang siap pakai.

- Tersedia pusat pelayanan kesehatan dan keamanan.

- Sarana perhubungan (jalan) yang dilengkapi penerangan lampu merkuri.

Kawasan Berikat Makassar

Kawasan m dikembangkan bersama Kawasan Industri Makassar, karena
kawasan ini berada di dalamnya. Disamping beberapa kemudahan yang
telab disediakan di dalam KIMA. Terdapat beberapa kemudahan lainnya
dalam Kawasan Bertkat Makassar ini, yang antara lain: 1) Bebas dari bea
masuk bags barang-barang yany diproses di Kawasan Berikat; 2) Perizinan
ditangani langsung oleh PT PKB! dengan istilah one stop service; 3)
Kesempatan untuk menjual sebagian hasil produksi di dalam negeri dan
mitra usaha telah menanti di bebérapa benua sepert: Australia dan beberapa
negara ¢ Bentua Eropa.

Pusat Pengolahan Kayu

Pusat pengembangan pengolahan kayu ini terletak di Kawasan Sungai Tello
vang mana berfungs: sebagai tempat pusat pengolahan dan penampungan
serta pefayaran hastl-hasil pemprosesan kayu maupun pelayanan bahan baku
bagi industri kayu di dalam dan di fuar kawasan Sungai Tello. Pada masa
akan datang kawasan 1 akan semakin penting mengingat lokasinva yang

sangat strategis dalam pengembangan industi perkavuan di Kota Makassar.
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4. Cargo Terminal dan Pergudangan Kota
Fasilitas pergudangan mi dipersiapkan sebagai tempai penyimpanan dan
distribusi barang yang nantinya akan mendukung kegiatan di Kawasan
Ekonomi Terpadu. Keberadaan fasilitas ini nantinya diharapkan berfungsi
sebagai: 1) Pusat akumulasi dan distribusi barang; 2) Tempat penyimpanan
barang yang aman dan mudah diawasi guna mendukung tertibnya angkutan
barang: 3)Tempat pengepakan barang, pemrosesan, sortasi, makmg dan
handling barang; 4) Kelengkapan Integral dan penopang Kawasan Ekonomi
terpadn: dan S5) Sebagai gudang lini 11 untuk menunjang Pelabuhan
Makassar dan tempat handling container.

5. Pengembangan Pelabuhan Utama Makassar
Perkembangan pelabuhan Makassar tidak hanya untuk meningkatkan
kondisi fasilitas, tetapi juga dalam rangka memodifikasi pola operasi
pelabuhan agar dapat berjalan sebaik mungkin, terutama seluruh fasilitas

yang dibutuhkan pelabuhan samudera Makassar sebagai sea port of entry di "~

Ar O

Kawasan Timur Indonesia (KTI) dapat dirampungkan. Kota Makassai j,%
\ D /

sebagai terminal kolektor/pengumpul bagi daerah-daerah lain di Pr pinsi’.- \’:} 7

Sulawesi Selatan, maka Kota Makassar berfungsi sebagai tempat pema‘:lqran.-- E“

barang-barang vang tidak dihasilkan daerah lain.
6. Pengembangan Pelabuhan Udara Makassar Mandai

Sebagai pintu  gerbang wilayah Timur Indonesia pelabuhan udara

Internasional  Hasanuddin - Mandar  memeriukan terpenuhinya berbaga




persyaratan  internasional.  Untuk ity pengembangannva  memerlukan
mnvestast vang cukup besar.

- Gowa Makassar Development Tourism (GMTD)

Salah satu kawasan yang sedang dikembangkan pada saat ini yaitu GMTD
yang terletak di bagian selatan Kota Makassar, Kawasan GMTD merupakan
kawasan untuk kegiatan perdagangan, tourism, olahraga/rekreasi vang pada
saat ini berbagai fasilitas telah dibangun seperti jalan, ruko, tempat rekreasi
olah raga dayung dan sebagainya.

Pulau-Pulau untuk Kegiatan Pariwisata:

Pesisir Barat Kota Makassar (Selat Makassar) yang mempunyai kondisi
yang cukup batk uniuk wisata paniay atau wisata bahari. Jenis-jenis kegiatan
atau proyek-proyek yang ditawarkan kepada calon investor baik PMDN
maupun PMA, mehputi:

Investasi bidang sarana dan prasarana perhubungan.

B

b. Invesiasi bidang wdusiri dan perdagangan.
¢. Investasi bidang pariwisata

d. Investasi bidang pertambangan

¢. Investasi bidang kebutuhzn umum

£ Investasi bidang agroindustri

g. Investasi bidang peternakan.
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3.2 Bentuk Pengawasan Hukum Pemerintash Daerah terhadap PMA di Kota

Makassar

Pengawasan hukum Pemerintah Daerah terhadap penanaman modal
asing di Kota Makassar diatur dalam pasal 218 avat (1) huruf (a) dan huruf {b)
Undang-Undang No 32 Tahun 2004, sebagai berikin-

Pengawasan alas penvelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh

pemenntah vang meliputi:

a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah: dan

h. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerh.

Berdasarkan  pengawasan  tersebut  menunjukkan bahwa pengawasan
terhadiap pelaksanaan urusan  pemerintshan di daerah  dimaksudkan agar
pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di dacral dapal berralan sesuar dengan
standar dan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh aparat nengawas intern
petmernntah  sesual  peraturan perundang-undangan.  Sedangkan  pengawasan
terhadap peraturan daerah dan peraturan kepata daerah meliputi Perda Propinsi
dan peraturan Gubernur, Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
dan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

Pedoman penpawasan pelaksanaan penanaman modal yang meliputi
standar, norma, prosedur, penghargaan dan sanksi diatur dalam Peraturan
Pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 Tentang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal. Penpawasan pelaksanaan urusan nemerintahan di daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 secara nasional dikoordinasikan oleh
Mantert Dalam Negeri. Peagawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di dacrab

unih Rabupaterrkota dikoordinasikan oleh Gubernur Begity oula pengawasan



penvelenggaraan pemerintahan di desa dikoordinasikan oleh BupatiWalikota
dimana pengawasannya dapat dilimpahkan kepada camat.

Sehubungan dengan permasalahan vang telah dikemukakan mengenai
bentuk pengawasan pelaksanaan penanaman modal asing, maka akan diuraikan
heberapa hal, antara lain: data-data tentang perusahaan termasuk jumiah proyek
dan jems kegiatan PMA; jenis pelanggaran vang dilakukan; jerus dan jumlah
sanksi yang periiah didapaikan, dan efekiffitas sanksi,

1. Data Perusahaan PMA di Koty Makassar
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal di
Kota Makassar mengenai rata-rata peningkatan jumlah perusahaan PMA yang
beroperasi di Kota Makassar selama tahun 2000-2004 adalah 178 unit. Untuk
febiti jetasnya dapat ditihat pada tabel berikut ini.
Tabel |

Perkembangan Jumlah Perusahaan PMA yang Beroperasi
di Kota Makassar Tahun 2000-2004

_Tahun __Jumiah PMA (unit) Perkembangan (%)
2000 , 30. -
2001 33 10,00
2002 35 6,06
2003 38 8,57
2004 | 42 | 10,53
Jumlah L 178 L3506
Rata-rata 36 f 879

Sumber: Kantor Dinas Penanaman Modal Kota Makassar, 2003
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Tabel 1 menunjukkan bahwa jumliah perusahaan PMA vang beroperasi
di Kota Makassar selama lima tahun terakhir (2000-2004) mengalami
peningkatan setiap tahun yakni dan tahun 2000 yang hanya 30 unit dan
menjadi 33 unit pada tahun 2001 atau kenaikan 10 %, kemudian meningkat
pada tahun 2002 menjadi 35 unit atau kenatkan 6,06 %, dan meningkat lagi
tahun 2003 menjadi 38 unit atau kenaikan 8,57 %, dan pada tahun 2004
Juga menicgkal hingga mencapai 42 unil atau kenaikan 10,53 %. Rala-rata
peningkatan jumlah perusahaan PMA di Kota Makassar selama tahun
2000-2004 adalah 36 unit atau kenaikan 8,79 % pertahun. Dengan adanya
peningkatan jumlah perusahaan PMA tersebut memberikan gambaran bahwa
kebijaksanaan pemerintah dalam kaitannya dengan penanaman modal asing
cukup efektif terutama memberikan kemudahan kepada para investor baik
terhadap penerbitan surat persetujuan maupun izin pelaksanaan.

Selanjutnya jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan PMA di lxo}af

Makassar tahun 2004 meliputi: agro industri dan fishery; industri pengofahan

I'.' .1_
Lo 'ﬂ.l!

kayu (furnitur/meubel); industri pakan, susu, kulit, dan pengolahan da 1
o 3 ry ,p
tambang galian C. transfortasi dan komunikasi; hotel, restoran - “”
perdagangan; dan industri pariwisata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut ini.



Tabel 2

Jents Keptatan Perusahaan PMA
di Kota Makassar Tahun 2004

R

Mo emkepam | T P
.| Agroindustri dan fisherv 16 |. 38.10
2. i Industri mengolahan kayu 8 I 19.05
3 Industri pakan, susu, dan 3 k 7.14
pengolahan daging
4. | Hotel, Restoran dan perdagangan 6 | 14,29
5. | Transportasi dan komunikast 3 11,90
6. | Tambang galian C 2 i 4.76
7. ¢ Industri pariwisata 2 ' 4.76
Jumlah 42 ! 100,00 |

Sumber: Kantor Dinas Penanaman Modal Kota _Makassar, 2003

Tabel 2 menunjukkan bahwa jenis kegiatan perusahaan PMA di Kota

Makassar pada tahun 2004 yakni agroindustni dan fishery terdapat 16 jenis

proyek atau 38,1 %, industri mengolahan kayu terdapat 8 jenis provek atau

19,05 %, industri pakan, susu, dan pengotahan daging terdapat 3 jenis proyek

atau 7,14 %, hotel, restoran dan perdagangan terdapat 6 jenis proyek atau

14,29 %, transportasi dan komunikasi terdapat 5 jenis proyek atau 11,9 %,

tamibang pahan C dan industri pariwisata masing-masing terdapat 2 jenis

proyek atau 4.76 %. Hal 1 berarti lebih banvak perusahaan PMA di Kota

Makassar vang bergerak pada jenis kegiatan agroindustri dan fishery,




i

Sebagaimana vang dikemukakan ofeh H. B. Amiruddin Maula
(Kepala Badan Promost dan Penanaman Modai Dacrah Propinsi Sulawesi
Selatan, wawancara tanggal 8 Agustus 2005) bahwa:

Jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan penanaman modal asing di

Kota Makassar wmumnya bergerak di bidang perdagangan hasil

pertanian dan agromdustri. Jenis kegiatan ini lebih dominan karena

pada umumnya masyarakat dan pengusaha Sulawasi Selatan jenis
kegiatan dari hasil pertanian seperti cokelat dan kopi, begitu pula
agroindustri seperti pengolahan biji kakao menjadi cocoa butter dan

cocoa powder.

Berdasarkan jumiah perusahaan PMA yang beroperasi di Kota
Makassar serta jenis kegiatan yang difakukan tentunya tidak terlepas dari
pengawasan pemermtah setempat sebagaimana diatur dalam Keputusan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 Tentang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Laporan hasit pemeriksaan
lapangan terhadap jenis kegiatan pr_oyek penanaman modal asing baik dalam
bentuk maupun tata cara diatur dalam keputusan ini. Bentuk kegiatan yang
dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing meliputi kegiatan nyata
secara administratif dan kegiatan nyata dalam bentuk fisik.

Kegiaian nyata secara administratif dilihat dari telah diperoiehnya
izin-izin yang dipertukan untuk merealisasikan proyek berupa:

a. lzin lokast atau perjanjian sewa gedung khusus bidang jasa atau Surat Izin
Pertambangan Daérah (SIPD) atau Kuasa Pertammbangan (KP) khusus
bidang usaita pertambangan di luar minyak dan gas buni dan‘adu;

b.  SP Pabean Barang Modal, dan/atau

¢. APIT dan‘atau
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d. RPTKA bagt yvang menggunakan TK WNAP dan/atau:
¢. IMB dan/atau;
f. izin Undang-Undang Gangguan/HO
Kegiatan nyata dalam bentuk fisik merupakan kegiatan vang telah
difakukan untuk:
4. Bidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa:
- Pengadaan fahan, atau
- Pembangunan gedung/pabrik, atau
- Pengimporan mesin dan peralatan.
b. Bidang usaha jasa, telah ada kegiatan pokok berupa:
- Pengadaan lahan, atau
- Pengadaanan/pembangunan gedung/ruang perkantoran.
c. Bidang usaha pertanian, ada kegiatan pokok berupa pengadaan lahan.
d. Bidang usaha perikanan, ada kegiatan pembelian sebagian kapal ikan.
Berdasarkan kedua bentuk kegatan tersebut, maka bentuk pengawasan
pelaksanaan penanaman modal asing sebagaimana dijelaskan dalam Surat
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 61/SK/2004
Tentang Pengendaitan Pelaksanaan Penanaman Modal terdini atas: bentuk
pengawasan preventif dan bentuk pengawasan represif.
1) Beutuk pengawasan preventif meliputi:
a. Melakukan kompilasi, verifikasi dan evaluasi data pelaksanaan
penanaman  modal. vang diaporkan dalam Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM).



Memberikan  bimbingan/pembinaan  dan penvuluhan  kepada
perusahtaan penanaman modal asing mengenai berbagai kebrjakan dan
ketentuan pelaksanaan penanaman modal.

Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang
dihadapi oleh perusahaan PMA

Memberikan arahan dan penjelasan kepada perusahaan PMA agar
pelaksanaan penanaman modainya sesuai dengan kefentuan Surat
Persetujuan yang telah diperoleh.

Melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan dan informasi tentang
penyimpangan pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan serta
ineiakukan imdak lantut terhadap penyimpangan ketentuan tersebut.
Melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal
asing tanpa mengganggu kelancaran kegiatan proyek.

Berdasarkan pengawasan preventif tersebut di atas diharapkan

mampu meningkatkan efekiifitas pengawasan pelaksataan penanaman

modal asing di Kcta Makassar termasuk mencegah dan mengurangi

terjadinya penyimpangan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Surat

Persetujuan Penanaman Modal.
]

2) Beatuk pengawasan represif meliputi:

a.

b.

Tidak memenulti kewajiban menyampaikan LKPM secara periodik:
Menyalahgunakan fasilitas penanaman modal vang telah diberikan:
Melanggar peraturan perundang-undangan penanaman modal vang

bertaku atau ketentuan provek penanaman modal vang bersangkutan,



2. Jenis Pelanggaran Perusahaan PMA di Kota Makassar

Menurut Ridwan Amin (Staf Bidang Pengawasan Dinas Penanaman

Modal Kota Makassar Selatan, wawancara tanggal 8 Agustus 2005) bahwa:

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan PMA di
Kota Makassar, antara lain: kegiatan produksi tidak sesuai dengan
Surat Persetujuan Penanaman Modal dimana kegiatan produksi
berlangsung lebih awal; jenis kegiatan yang dilaporkan hanya satu
padahal jenis kegiatannya banyak; tenaga kerja yang digunakan lebih
banyak di bawah umur dan tidak produktif; perusahaan biasanya piktif
atau tidak ada padahal dalam surat persctujuan tercatat nama dan
alamat perusahaan; serta nilai investasi yang tercatat dalam surat
persetujuan lebih besar dan tidak sesuai penggunaan dana di lokasi
proyek atau terjadi penyimparngan dana.

Berdasarkan jenis pelanggaran tersebut, maka pihak pemerintah Kota

Makassar melakukan pengawasan dalam bentuk represif yang dapat berupa

sanksi yang akan dikenakan kepada perusahaan PMA yang dalam kegiatan

proyeknya terbukti melakukan penyimpangan/pelanggaran asas ketentuan

yang tefah ditetapkai.

Jenis Sanksi dan Jumlah Perusahaan PMA yang Mendapatkan Sanksi

Sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan PMA di Kota Makassar

adalah berupa:

a.

b.

Penolakan pelayanan perizinan

Penghentian sementara kegiatan pembangunan
Penghentian sementara kegiatan produksi

Pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas yang diberikan

Pencabutan Surat Persetujuan Pepanaman Modal.
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Adapun sanksi yang pernah dikenakan kepada perusahaan PMA di
Kota Makassar pada tahun 2004 dapat dilihai pada tabel berikut ini.
Tabel 3

Sanksi yang Pernah Diberikan pada Perusahaan PMA
di Kota Makassar Tahun 2004

. - Jumlah Persentase
No. Jenis Sanksi Proyek (%)
1. | Penolakan pelayanan perizinan 4 3333
2. | Penghentian sementara kegiatan 1 8.33
pembangunan
3. | Penghentian sementara kegiatan 2 16.67
produksi
i
4. | Pencabutan sebagian atau seluruh 2 16,67 =
fasilitas yang diberikan
5. | Pencabutan Surat Persetujuan 3 25,00
Penanaman Modal
Jumlah 12

Sumber: Kantor Dinas Penanaman Modal Kota Makassar. 2005

penolakan pelayanan perizinan terdapat 4 jenis proyek atau 3333 %,

penghentian sementara kegiatan pembangunan terdapat | jenis proyek atau
8.33 %. penghentian sementara kegiatan produksi terdapat 2 jenis proyek atau
16,67 %, pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas yang diberikan terdapat 2
Jenis proyek atau 16,67 % dan pencabutan Surat Persetujuan Penanaman

Modai terdapat 3 jenis proyek atau 25 %. Hal mi berarti pada umumnya
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perusahaan PMA di Kota Makassar mendapatkan sanksi penolakan pelavanan
perizinan karena tidak sesuai dengan kenyataan vang ada dilokasi proyek dan
pencabutan surat persetujuan penanaman modal terutama perusahaan vang
terbukti melakukan penyimpangan/pelangparan atas ketentuan yang telah
ditetapkan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh H. B. Amiruddin Maula
(Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sulawes)
Selatan, wawancara tanggal 10 Agustus 2005) bahwa:

Sanksi yang pernah dikenakan terhadap perusahaan penanaman modal

asing di Kota Makassar pada umumnya penofakan pelayvanan perizinan

ferutama bagi perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan Kegatan

Penanaman Modal (LKPM) secara periodik sesuai ketentuan yang

berlaku dan juga pencabutan Sural Perse(ujuan Penanaman Modal

terutama bagi perusahaan yang sudah melaksanakan kegiatan nyata
tetapr tidak melanjutkan usahanya serta telah melakukan pelanggaran
perizinar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa sanksi vang
dikenakan terhadap perusahaan asing yang melakukan pelanggaran, dimana
IPMK  setelah berkoordinasi dengan [PMP dan BKPM memberikan
peringatan atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga} kali dengan tenggang waktu
masing-masing | (satu) bulan.

. Efektifitas Pemberian Sanksi Terhadap Provek PMA di Kota Makassar

Perusahaan yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan
kepada IPMK atau IPMP atau BKPM, apabila hal-hal yang menyebabkan
pengenaan sanksi dianggap tidak benar dengan disertai bukti-bukti yang

deperlukan.
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Selanjutnya pemberian sanksi berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal No. 61/SK/2004 tentang  Pengendalian
Penanaman Modal dijelaskan sebagai berikut:

a. Sanksi berupa penolakan pelayanan perizinan dikenakan terhadap
perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM secara periodik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.Penenaan sanksi ini diberitahukan secara
tertulis oleh BKPM kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada
IPMK dan [PMP. |

b. Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan pembangunan dikenakan
terhadap perusahaan yang jenis usahanya wajib dilengkapi  Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dimana perusahaan sudal;
melakukan kegiatan pembangunan sebelum AMDAL perusahaan
mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

¢. Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan produksi dikenakan / .‘_

d

terhadap perusahaan, dimana produksi dan bahan bakunya mcmbdhavak.m . {’
keselamatan umum, menimbulkan pencemaran lingkungan, tidak mem mijiki, - ‘d uuﬁ
\r *’ ~ "j..'

izin usaha tetap, dan pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan sur h% Me ":
persetujuan. -

d. Sanksi berupa pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas, dikenakan bagi
perusahaan PMA yang menyalahgunakan fasilitas yang diberikan dan
tidak melakukan usaha perbaikan dalam waktu yang ditetapkan.

¢. Sanksi berupa pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal dikenakan

terhadap perusahaan yang telah melaksanakan bentuk kegiatan nvata



wapt udak melanjutkan usahanya, tidak melakukan perbaikan dalam
waktu yang telah ditetapkan, dam ditemukan adanya peldnggaran
penizinan. Pengenaan sanksi tersebut dilaksanakan oleh BKPM.

Berdasarkan sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan PMA
sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikatakan pemberian sanksi
terhadap perusahaan PMA di Kota Makassar yang melakukan pelanggaran
dianggap sudah efektif karena telah sesuai dengan Keputusan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal No. 61/SK/2004 tentang Pengendalian
Penanaman Modal. Efektifitas pemberian sanksi tidak terlepas adanya
pengawasan pelaksanaan penanaman modal asing termasuk Berita Acam
Pemenksaan Provek dan Laporan Kegiatan Penanaman Modat.

Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) diperlukan untuk pengajuan
permohonan lzin Usaha/lzin Usaha Tetap (1U/IUT), pengenaan sanksi dan
lainnya. Pemeriksaan proyek dan .pembuatan serta penandatanganan BAP
dilakukan  vieh Tin Pengawasan Penanaman Modal  Kabupaten/Kota
berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota untuk proyek PMA yang ada di
daerahnya.

Setiap perusahaan penanaman modal asing, baik yang masih dalam
tahap pembangunan maupun  yang telah  berproduksi  diwajibkan
menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diisi
sccara lengkap dan benar vang menggambarkan keadaan perusahaan.
Perusahaan yang memihiki kegiatan provek di febih dari | kaputenskota pada

satu surat persetujuan, wanb menvampatkan laporan perkembangan provek di
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setiap kabupaten/kota secara terpisah. Perusahaan vang memibiki kegiatan
proyek di beberapa bidang usaba dalam satu  surat perselujuan, wajib
menyampaikan laporan perkembangan penanaman modalnya dalam satu
laporan dengan merinci realisasi proyeknya per bidang usaha. [PMK
melakukan evaluasi atas setiap LKPM yang diterima dan menyampaikan hasil
evaluasinya kepada IPMP dan BKPM dalam waktu selambat-lambatnya 12
(dua belas) hari kerja sejak LKPM diterima.

Perusahaan penanaman modal asing yang belum melaksanakan
kegiatan nyata dalam bentuk fisik dapat diajukan permohonan pembatalannya
kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Surat Persetujuan
Penanaman Modal akan batal demi hukum zpabila dalem Jangka waktu 3
(tiga) tahun bagi proyek baru dan 2 (dua) tahun bagi proyek perluasan
terhitung sejak tanggal dikeluarkannya tidak ada realisasi proyek dalam
bentuk kegiatan nyata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pelaksanaan pengawasan -

s
iy,
&

hukum pemerintah daerah terhadap PMA di Kota Makassar diharapkan ,; ),

mampu meningkatkan efektifitas pelaksanaan penanaman modal
terhadap proyek-proyek sehingga para investor berminat dan tert
menanamkan modalnya di Indonesia, utamanya di Kota Makassar. Seiring
dengan hal tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa perangkat

peraturan dengan maksud untuk menyederhanakan kegiatan-kegiatan PMA

vang pada akhirnya menarik investor asing, diantaranya Keputusan Kepala




Badan Koordinasi  Penanaman  Modal Nomor 61,SK/2004  tentang
Pengendalian Pelaksanaan yang didirikan dalam rangka meningkatkan
efektifitas pengawasan pelaksanaan penanaman modal terhadap proyek-
proyek PMA.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan di daerah, sesuai
dengan Paket Kebijaksanaan Pemerintah (PAKTO), tidak lain adalah untuk
lebih  memudahkan para calon penanaman modal (investor) dalam
memperoleh pelayanan perizinan yang lebih mudah dan cepat. Kebijaksanaan
pemeriniah tersebut dalam kaitannya dengan penanam modal, ditingkat pusat,
kantor manives/Kepala BKPM, menerbitkan surat persetujuan penanaman
modal serta izin pelaksanaan antara lain:

I. Surat persetujuan penanaman modal asing.

2. Surat persetujuan pemberian fasilitas atas pengimporan barang medal,
bahan baku penolong.

3. Angka pengenal Importir Terbatas. (APIT)

4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

5. 1zin Usaha Tetap (IUT).

Perizinan di atas yang dikeluarkan oleh Manives/Kepala BKPM
adalah perizinan yang dilimpahkan kewenangannya oleh Menteri dari
Departemen Teknis terkait dengan penanaman modal. Selain itu, terdapat
peraturan/ heputusan Menteri yang tidak ditunpalikan BKPM tetapi dalam
pelaksanaan peraturan tersebut adalah menyangkut kegiatan penanaman

modal baik ditimgkat Pusat maupun tingkat Daerah amtara lain:
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| Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1993 dan
diatur lebih lanjut dengan Kepmen Agraria/Kepala BPN No. 22 Tahun
1993 Tentang Petunjuk Pemberian Izin. Lokasi dan hak atas tanah. bai
penanam modal. Dalam ketentuan tersebut pemberian hak atas tanah lebih
dari 200 ha, menjadi kewenangan pusat pemberian haknya, sedangkan di
bawah 200 ha adalah kewenangan daerah/propinsi.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1993 tentang pemberian
IMB dan Undang-Undang Gangguan/HO adalah pelaksanaannya diatur
oleh pemerintah daerah kabupaten. Paket reformasi terakhir vang
dikeluarkan oleh Pemerintah adalah Paket Kebijaksanaan Reformasi di
bidang inveslasi yang diterbitkan pada bulan Okiober 1999, Inti paket
tersebut adalah memberikan kewenangan kepada Gubernur Propinsi.
Khusus calon investor PMA dalam pengajuan permohonan Surat
Persetujuan PMA dapat memilih salah satu dari tiga opsi yang paling
mudah dalam penyelesaian surat persetujuan, yaitu: »
- Mengajukan permohonan kepada BKPM -"‘ |
- Mengajukan permohonan kepada BKPM setempat ¢\ wr ;/

G
- Mengajukan permohonan-permoiionar ke KBRI/Perwakila *RL Relgrant *“
Negara Asal calon investor.
Selanjutnya pemberian izin lokasi, dimana dengan dikeluarkannya
Peraturan Menteri Negara Agraria’Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang

Izin Lokasi, dengan peraturan tersebut pemberian Surat Keputusan [zin

Lokasi kepada setiap penanam modal ditandatangani oleh Bupati/Walikota
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atav pejabat yang ditunjuk. Petunjuk pelaksanaan pemberian izin lokasi

ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota nasimg-masing.

Menurut Hasbuddin (staf Biro Perizinan BPPMD Sulawes; Selatan.

wawancara tanggal 10 Agustus 2005) bahwa:

Kebijakan-kebijakan vang telall dilakukan oleh pemennlah Kota
Makassar dan Propinsi Sulawesi Selatan kaitannya dengan kegiatan
PMA adalah: 1) melakukan langkah-langkah promosi berupa
mengunjungt beberapa negara asing; 2) meningkatkan pelayanan
perizinan; 3) memudahkan pelayanan perizinan; 4) mengikuti worshop
dalam rangka pencrapan kebijakan penanaman modal asitg; 5)
memperkenalkan produksi unggulan daerah; 6) mentngkatkan
penyebaran informasi peluang investor di Makassar: dan 7)
mengupayakan perluasan areal/lokasi KIMA untuk penyedigan lokasi
bagi perusahaan asing yang berada di luar KIMA serta mempersiapkan
lokasi yang memadai bagi calon investor asing.

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan kebijakan yang ditempuh

pemermtah Kota Makassar mampu menarik para investor asing dengan

berbagai kemudahan dan fasilitas schingga dapat meningkatkan jumlah

perusahaan penanaman modal asing di Kota Makassar.

3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan PMA di Kota Makassar

3.3.1 Faktor Pendukung Pengawasan PMA

Menurut Hasbudin ada beberapa faktor yang menjadi pendukung

pengawasan pelaksanaan penanaman modal asing di Makassar, yaitu:

I

Sumber daya alam, seperti Tambang Galian C yang potensinva batu kali,
kerikal dan pasic hingga 1.704 486 ton seria tanah Gmbunan, fagung, ubt
kayu (singkong) dan ubi jalar, cabe. kedelai, tomat. behimbing. jambu.

leruk_ nenas, pisang. rambuatan.



2. Letak yang strategis. Kota Makassar sebagai ibu kota pemerintahan dari
Propinsi Sulawesi Selatan dilengkapi beberapa fasilitas pemerintah yang
berupa perkantoran-perkantoran tingkat propinsi dan kota. maka kota
Makassar mempunyai posisi yang sangat strategis sebagai pusat kegiatan
vang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Sebagai pusat pemerintahan wilayah yaitu sebagai 1bu kota Sulawesi
Selatan.

b. Sebagai pusat perdagangan atau terminal jasa vang mendukung
perekonomian nasional dan regional.

¢. Sebagai pusat kegiatan transportasi wilayah, vaitu pelabuhan,
lapangan udara serta angkutan darat Propinsi Sulawesi Selatan.

d. Sebagai pusat kegiatan industri di Kawasan Timur Indonesia.

e. Sebagai pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan serta sebagai pusat

kebudayaan di Kawasan Timur Indonesia
3. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memberatkan, seperti:
a. Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin dar. Bahan Baku/Penolong:
(1) Pembebasan Bea masuk atas impor mesin yang terikat langsun

dengan kegiatan industri atau jasa.

(2) Pembebasan bea masuk bagi pengimporan bahan baku/penolong
untuk keperfuan 2 (dua) tahun produksi sesuai kapasitas terpasang.
(3) Bagi perusahaan yang akan melaksanakan restruktunsasi dengan

melakukan penambahan nilai investasi sekurang-kurangnya 30%

dari besarnya nilai investasi untuk mesin/peralatan vang tercantum
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.

dalam lzin Usaha Tatep vang pertama, dapat memperoleh
keringanan biaya alas impor mesin-mesim, peralatan pabrik,
peralatan dan kompenen lainnya serta bahan baku atau penolong
diberikan untuk kebutuhan tambahan produksi dengan jangka
waktu pengimnporan selama empat tahun.

(4) Pembahasan Bea Balik nama atas pendaftaran kapal untuk pertama
kah di Indonesia.

. Bagi perusahaan PMDN/PMA yang bergerak di bidang-bidang usaha

yang mendapat prioritas tinggi datam skala nasional khususnya dalam

rangka peningkatan ekspor termasuk bidang usaha perkebunan dan

pertambangan, dan atau yang berlokasi di daerab-daerah {erpencil

yang keadaan prasarana ekonominya kurang memadai termasuk

daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter,

dapat diberikan fasilitas perﬁajakan:

(1) Penyusunan dan amortisasi vany dipercepat

(2) Kompensasi kerugian paling lama 10 (seputuh) tahun

(3) Pengurangan Pajak Penghasilan atas Divinden sesuai Pasal 26 UU
No.7 Tahun 1983 jo. UU No. 10 Tahun 1994

. Bagi perusahaan baru yang didirikan untuk industri tertentu, Pajak

Penghasilan (PPh) atas pendapatan yang diterima atau diperoleh dapat

ditanggung oleh Pemerintah untuk jangka waktu 10 (sepufuh) tahun.

dimulai sejak perusahaan menyelesatkan pembangunan proveknva

yang selambat-lambatnya 3 (lima) tahun sejak diperolels  Surat




Persetujuan Penanaman Modal Apabila pembangunan provek selesai

dalam jangka wakiu kurang dari 15 tahun, maka penghematan wak(u

tersebut merupakan tambahan jangka waktu dapat diperpanjang paling
lama 2 (dua) tahun lagi.

. Khusus Perusahaan PMDN/PMA vyang berlokasi di Kawasan Timur

Indonesia (KTI), diberikan kelonggaran tambahan berupa:

(1) Pengurangan sebesar 50% atas Pajk Bumi dam bangunan (PBB)
selama 8 (delapan) tahun sejak diperoleh Izin Peruntukan Tanah.

(2) Dapat melakukan kompetensi kerugian tidak lebih 8 (delapan)
tahun terhitung mulai tahun pertama kerugian sudah diderita.

(3) Perusahaan yang sebagian besar produksinya berhasil {sekurang-
kurangnya 65 %) untuk ekspor, diberikan kemudahan dalam
menggunakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
(TKWNAP). Mengenai jumlah, jangka waktu dan jabatan akan

diisi oleh TKWANP. AN

A

f'\‘\\

". "
Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha d; dalam Kawasan i".{.' ,p?
A '. Ny,

Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet), diberikan perl ap N

#oypsa b

sebagai berikut:
1) Di bidang Pajak Penghasilan (PPh), berupa:
a) Pembebasan pajak Pasal 22 atas impor barang modal, bahan
baku dan peralatan lain, yang berhubungan langsung dengan

kegiatan produksi.



b) Pilthan untuk menerapkan penyusunan dan atau amortisasi
yang dipercepat, di bidang pajak penghasifan antara lain: uniuk
bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun
dengan tarif berdasarkan metode, 10 % atau yang tidak
permanen, 5 (lima) tahun dengan tarif 20 %.

¢) Kompensasi kerugian, mulai tahun pajak berikutnya berturut-
turut sampai dengan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

d) Pengurangan biaya produksi berupa: Pertama, kenikmatan
natura yang diperoleh karyawan dan tidak diperhitungkan
sebagai penghasilan karyawan. Kedua, biaya pembangunan
dan peagembangan dacrah  seiempal  yang verhubungan
langsung dengan kegiatan usaha yang fungsinya dapat
diperhitungkan sebagai penghasilan karyawan.

2) Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah, atas: /’/\uh“
: # '(-f:B{- ;’s ‘___ri'-‘ y
a) Pembelian dalam negeri dan atau impor barang modal i & '

B -
." II\.‘, J“I-’ ‘ J “

peralatan lain oleh pengusaha di Kapet, yang berhuburig V:«J
R, ¥
langsung dengan kegiatan produksi. ?.;Eﬁ‘?*:“ '
b) Impor barang kena pajak oleh pengusaha di Kapet untuk diolah
lebih lanjut.

¢) Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha di luar Kapet

kepada pengusaha di Kapet. untuk diolah lebih lanjut.




€]

B

g)

h)

1y

1)

Penyerahan bahan kena pajak unuk diolah lebih lanjut oleh
pengusahia di dalam kapet yany sama atau ofeh pengusaha vang
sama di kapet lain kepada pengusaha di kapet.

Penyerahan bahan kena pajak untuk diolah lebih lanjut oleh
pengusaha di kapet kepada pengusaha di daerah pabean
lainnya., dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kepada
pengusaha di kapet.

Penyerahan jasa kena pajak oleh pengusaha di luar kapet
kepada atau amtar pengusaha di kapet, sepanjang jasa kena
pajak tersebut mempunyai hubungan fangsung dengan kegiatan
usaha yang dilakukan di kapet.

Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah
pabean maupun dari dalam daerah pabean oleh pengusaha di
kapet, sepanjang bafang kena pajak tidak terwujud tersebut
mempunyal hubungan langsung dengan kegiatan usaha vang
dilakukan di kapet.

Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean oleh
pengusaha di kapet sepanjang jasa kena pajak tersebut
mampunyai hubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan
di kapet.

Penempatan jasa kena pajak dan luar daerah pabean oleh

pengusaha di kapet. sepanjang jasa kena pajak tersebut




mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha vang
dilakukan di kapet.

4. Adanya sarana dan prasarana pendukung yang distapkan oleh pemerintah
daerah yang dapat menarik perhatikan investor sehingga para investor
akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Makassar. Adapun sarana
dan prasarana pendukung yang telah disiapkan oleh pemenntah daerah
kota Makassar, antara lain:

a. Tersedianya lahan untuk pengembangan agrobisnis dan perikanan.

b. Tersedianya sarana transportasi darat.

¢. Tersedianya lembaga perbankan.

d. Tersedianya sumber daya air untuk dimanfaatkan baik uniuk proses
budidaya maupun agrobisnis, air bersth PDAM berkapasitas 2.290
liter/ detik yang terdiri dari 5 instalasi Kapasitas Produksi Air dengan
Jjangkauan pelayanan hingga [.209.126 penduduk Kota Makassar atau
17,577 Ha.

e. Tersedianya saluran te]ekomuhikasi dan fasilitas internet.

f. Tersedianya kawasan industri Makassar yang terletak di Kecamatan
Biringkanaya, dengan luas kawasan semula hanya 203 Ha. kini
menjadi 703 Ha. dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian fungsi
lingkungan. Di dalam Kawasan Industri Makassar telah disediakan
beberapa fasilitas vang cukup mendukung investor, antara lain:

1) Tersedianva pusat pengolahan himbah dengan kapasitas 3.000

m*/hari.
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2y Tenapa hswik PEN dengan kapasitas sebanvak KV

3) Janngan telekomunikast sebanvak 2. 000 SS vany stap pahai.

4) Tersedianva pusat pelayanan kesehatan dan keamanan.

5) Sarana perhubungan (jalan} vang dilengkapi penerangan lampu

mercurt.

g Tersedianya kawasan benkat Makassar untuk pembangunan industri

kawasan 1 dikembangkan bersama Kawasan Industri Makassar.
karena kawasan i berada di dalamnya. Beberapa kemudahan yang
telah ‘disediakan dalam Kawasan Berikat Makassar mi antara lain,
bebas dar bea masuk bagy barang-barang vang diproses di Kawasan
Bertkal, pergman ditangam langsung oleh PT PKBI1 dengan istilah
“one stop service”, kesempatan untuk menjual sebagian hasil produksi
di dalam negern dan mitra usaha telah menanti di beberapa benua
seperts Australia dan beberaba negara di1 benua Eropa.

Teredianya lenaga listrik PLN 700 MegaWatt

Pelabuhan udara intemasional

Pelabuhan laut penumpang dan Peti Kemas Makassar, mempunya
panjang dermaga 2.500 m dengan kedalaman 14 m, dengan fasilitas
gedung dengan luas 26,600 m® serta lapangan peti kemas/kontainer
sefuas 140.954 m*,

Tersedia Pusat Pengelolaan Kavu. Pusal pengembangan pengelolaan
kavu 1 terletak di kawasan Sungai Tallo vang mana bertungsi

sebagal tempat pusat pengelolaan dan penampungan serta petayaran
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hasil-hasit pemrosesan kayu maupun pelavanan bahan baku bag

mdustri kayu di dalam wmaupun di fuar kawasan Sungar Tallo. Pada

masa datang kawasan ni akan menjadi penting mengingat lokasinya
sangat strategis dalam pengembangan industri perkayuan di Kota

Makasssar.

L Tersedianya Cargo Terminal dan Pergudagangan Kota, Fasilitas
Pergudangan dipsersiapkan sebagai tempat penvimpangan dan
distribus1 barang yang nantinya mendukung kegiatan di Kawasan
tkonomi Terpadu. Keberadaan fasilitas ini nantinva diharapkan
berfungsi sebagai:

1) Pusal akwnulast dan disiribust barang

2) Tempat penyimpanan barang yang aman dan mudah diawasi guna
mendukung tertibnya angkutan barang.

3) Tempat pengepakan baﬁmg, pemrosesan, sortasi, making dan
banding barang; kelengkapan mlegral dan penopang Kawasan
Ekonomi Terpadu.

4) Sebagat gudang Lint II untuk menunjang Pefabuhan Makassar dan
tempat handing countainer.

Dengan diketahuiya faktor-faktor pendukung di atas maka diharap-

kan investor yang masuk ke Makassar dapat terus bertambah schingga nilai

investasi vang masukpun mengalami peningkatan.




Selanjutnya H. B. Amiruddin Maula (Kepala Badan Promos! dan
Penanaman Modal Daerah Propiusi Sulawesi Selatan, wawancara ianggal
12 Agustus 2005) bahwa:

Faktor pendukung penanaman modal asing di Kota Makassar adalah
adanya pengawasan intensil dari aparatur, dan adanva kesadaran demi
pengusaha PMA untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai bagtan Ut
yang berlaku.

Lebih fanjut Muh. Yamin, SH (Biro Otoda Bidang Kerasama Kota
Makassar, wawancara tanggal 12 Agustus 2005) mengemukakan bahwa:

Diberikan kewenangan kepada propinsi dan Kabupaten/Kots mengenai
pengawasan dalam hal: tenaga kerja, fasilitas, dan lingkungan hidup
(Amdal). Pengawasan tersebut bukan untuk mencari kesalahan tetapi
melakukan pembinaan. Instansi Pemerintah vang menangani kegiaran
penanaman modal asing adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM).

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan
upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, mengurangi terjadinya
penyimpangan dan melaksanakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran
penyimpangan alas ketentuan yang telah ditetapkan datam Surat Persetujuan
Penanaman Modal.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
No. 61/58K/2004 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, telah
dijelaskan bahwa Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Instansi Penanaman Modal Kabupaten’
Kota (IPMK). Tim Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten/Kota

beranggotakan wakil-wakil dari dinas/instans: terkait di daerah. vakni: aj

sektoral: by pelayanan pajak: ¢) pelayanan bea & cukai: d) pertanahan: ¢




tenaga kerja, dan f) lingkungan hidup. Instansi pemerintah kabupaten/kota
tersebui meliputi lembaga pemermtah daerah yang secara fungsionat membina
bidang usaha, menyelenggarakan penggunaan fasilitas, mengurus pemberian
perizinan, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan
penanaman modal.

Menurut Drs. H. Abdullah Bone (Kepala Dinas Pernanaman Modal
Kota Makassar, wawancara tanggal 15 Agustus 2005) mengemukakan bahwa:

Unsur-unsur yang diawasi meliput: a) pajak (PBB, PPh, PPn); bj
masalah perlanahan pada sektor budidaya dan pertambaugan; ¢) masalah
kredit modal kerja bagi perusahaan PMA; d) masalah tenaga kenja; e)
masalah bea impor bahan baku, mesin-mesin, peralatan, dan suku
cadang peralatan; dan f) masalah pelaksanaan Amdal.

Anggota Tim Pengawasan Penanaman  Modal Kabupaten/Kota yang
ditkutsertakan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP)
disesuaikan dengan maksud atau keperluan pembuatan BAP tersebut.
Pemeriksaan proyek, pembuatan dén penandatanganan BAP dilakukan oleh
Tim  Pengawasan Pepanaman  Modal Kabupaien/Kota  vang  dibentuk

berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota untuk proyek-proyek PMA

yang berlokast di daerah tersebut.

3.3.2 Faktor yang Menghambai Peagawasan PMA
Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pengawasan

pelaksanaan penanaman modal asing di Makassar, yaitu:
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Sistem birokrasi vang sulit dan rumitnva pengurusan perizinan di daerah.
Hambatan i sering daiang dari pemerintah pusal, dalam art
setiap investor yang masuk ke Indonesia harus dibekali dengan beberapa
rekomendasi-rekomendasi dari pusat atau surat izin dan pusat.
Kinerja pemerintah yang kurang baik
Hal iqi dapat dilthat dengan adanya biaya tambahan yang harus
dikeluarkan oleh investor asing sebagai pelicin di dalam memperlancar
proses birokrasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Raut
(Manajer Devisi Export Import PT Cargil Indonesia. wawancara tangygal
20 Agustus 2005) bahwa terlalu banyak pengutan yang dilakukan oleh
Dinas-dinas  Pemenintah dan pungutan tersebut kadang-kadang  tidak
transparansi.
Situast keamanan vang tidak stabil.
Sulitnya mendapatkan lahan usaha yang sesual dengan kebutuhan dan
dalam wakiu yang cepat.
Terbatasnya media promosi untuk menarik minat investor asing.
Kurangnya tenaga kerja terampil yang tersedia di Makassar.
Para investor kesulitan mencari mitra bonafit.
Belum  adanya peraturan  daerah vang dapat membenkan jaminan
kepastian hukum bagi para investor.

Selama ini peraturan dacrah vang mengatur secara khusus ketentuan

wntang penpanaman modal asing memang betum ada, oleh karena itu belum

adanya Peraturan Daecrah vang membenkan jaminan kepastan hukum bagl




para mvestor maka digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 196~
tentang penanatman wodal asmg separgang betum ada aturan fain vang letih
tinggt dari aturan tersebut.
Menurut Drs. H. Abduflab Bone (Kepala Dinas Penanaman Modal
Kota Makassar, wawancara tanggal 15 Agustus 2005) mengemukakan bahwa-
Faktor-faktor yang menghambat penanaman modal asing di Kot
Makassar, antara lain: a) alamat investor vang sering berpindah-pindah:
b) penanggungjawab sering tidak terjelaskan dengan baik: ¢) tidak
adanya pemberitahuan kepada Instansi Penanaman Modal Kabupaten
Kota (IPMK) tentang perubahan jadwal, rencana, realisasi baik modal.
lenaga kerja maupan produksi bagi provek perusatiaan PMA; d) regulasi
PMA sering berubah-ubah oleh BKPM tanpa konsultasi [PMK dan
IPMP di daerah; dan e) amandemen UUPMA memerlukan deregulasi
sesual era reformasi dan globahisasi.
Dari  hambatan-liambatan  icesebui di - atas,  teniunva diperiukan
penanganan yang khusus dan perlu adanva kerjasama vang baik dari pihak
yang berkepentingan didalamnya serna adanya dukungan dari masvarakat dan

pemerintah seutuhnya, sehingga dapat terjadi swatu pertumbuhan dan

perkembangan yang berkesinanmbungan menuju suatu kesejaliferaan.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berpijak pada seluruh uraian dan analisis penulis pada bagian terdahulu,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

I. Pelaksanaan Fungsi pengawasan penanaman modal asing menurut Undang-
Undang No. | Tahun 1967 Jo. UU No. 11 Tahun 1970 beserta peraturan
pelaksanaannya sudah tidak relevan lagi untuk memfungsikan PMA dalam
kaitannya dengan pelaksanaan Otonomi Daerah guna mengantisipasi pesat
dan luasnya sektor pembangunan ekonomi yang sedang digalakkan di kota
Makassar, hal ini disebabkan antara UUPMA dengan UU Nomor 32 Tahun
2004 tidak singkron, dimana UUPMA masih bersifat sentralistik sedangkan
UU No. 32 Tahun 2004 bersifat deseniralistik.

2. Bentuk pengawasan hukum Pemerintah Daerah terhadap penanaman modal

asing di Kota Makassar diatur dalam Keputusan Kepala Badan Koordinasi _

Penanaman Modal No. 61/SK/2004 yang terdiri atas:

a. Pengawasan prevenuf, yaitu: 1) melakukan kompilasi, verifikasi da

evaluasi data pelaksanaan penanaman modal yang dilaporkan dalam'"

LKPM: 2) memberikan bimbingan/pembinaan dan penyuluhan kepada
perusahaan penanaman modal asing mengenai berbagai kebijakan dan
ketentuan pelaksanaan penanaman modal: 3) memberikan bantuan

pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMA:

ol L 4
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4) memberikan arahan dan penjelasan kepada perusahaan PMA agar
pelaksanaan penanaman modainya sesuai dengan  ketentuan  Surat
Persetujuan vang telah diperoleh; 5) melakukan penelitian dan evaluasi
atas laporan dan informasi tentang penyimpangan pelaksanaan penanaman
modal serta melakukan tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan
tersebut; dan 6) melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek
penanaman modal asing tanpa mengganggu kelancaran kegiatan proyek.

b. Pengawasan Represif, yaitu: 1) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan
LKPM secara periodik; 2) menyalahgunakan fasilitas penanaman modal
yang telah diberikan; dan 3) melanggar peraturan perundang-undangan
penanaman modal yang berlaku atau kelentuan proyek penanaman modal

yang bersangkutan.

5. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan

penanaman modal asing di Kota Makassar, yaitu:
a. Faktor pendukung, meliputi: 1) potensi sumber daya alam cukup

memadai; 2) Letak pemerintahan dan Kota Makassar yang strategis; ?Q ¢ t : j
b

kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memberatkan: 4) tersedianya\ QE} ~
sarana dan prasarana pendukung seperti lahan, transportasi, lembaga 25_“." "
perbankan dan lain-lain.

b. Faktor penghambat, meliputi: 1) sistem birokrasi yang sulit dan rumitnva
pengurusan perizinan di daerah; 2) kinerja pemerintah daerah yang kurang

baik; 3) situasi pemerintah yang tidak stabil. 4) sulitnya mendapatkan

lahan usaha vang sesuai dengan kebutuhan dan dalam waktu vang cepat.
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5) terbatasnya media promosi untuk menarik minat investor asing: 6)
kurangnya tenaga kegja lerampii yaug tersedia di Makassar, 7) para
investor kesulitan mencari mitra usaha, dan 8) belum adanya peraturan

daerah yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi para mvestor.

4.2 Saran

1. Bagi pemerintah sudah seharusnya membentuk UUPMA yang baru yang
didatamnya memuat ketentuan-ketentuan vang dapat menjangkau selurub
aspek kegiatan ekonomi dan mengakomodasikan kewenangan daerah
otonom berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004,

2. Semua pihak harus menciptakan iklim yang kondusil agar para mvestor
tertarik untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia khususnya di
Makassar.

3. Demi lancarnya penyelenggaraaﬁ kegiatan-kegiatan PMA, maka pemerintah

harus mengatasi segala faktor yang menghambat kegialan PMA.
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LAMPIRAN




UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1967

TENTANG
PENANAMAN MODAL ASING
DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Aenimbang:

N

bahwa kekuatan ekonomi potensiil jang dengan kurnia Tuhan Jang Maha Esa terdapat banjak
di seluruh wilajah tanah air jang belum diolah untuk didjadikan kekuatan ekonomi riil, jang
antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dan technologi;

bahwa Pantja Sila adalah landasan idiil dalam membina sistim ekonomi Indonesia dan jang
senantiasa harus tertjermin dalam setiap kebidjaksanaan ekonomi;

. bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensiill menjadi

kekuatan eckonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan technologi, penambahan
pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan
management;

bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih banjak dari potensi
ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakjat Indonesia sendiri;

. bahwa dalam pada itu azas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan

N -

sendiri tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal,
tekhnologi dan skiil jang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar
diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakjat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap
luar negeri;

bahwa penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan setjara maksimal untuk mempertjepat
pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor
jang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia
sendiri;

bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan jang djelas untuk memenuhi kebutuhan akan
modal guna pembangunan nasional, di samping mengindarkan keragu-raguan dari pihak
modal asing;

Mengingat:

.
2.

Pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1) pasal 27 ajat (2) dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No.
XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan;

Nota I MPRS/1966 tentang Politik Luar Negeni berdasarkan Pantja Sila;

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
Undang-undang Nomor 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan dan Undang-undang
Nomor 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minjak dan Gas Bumi;

Undang-undang Nomor 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa;



Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;
MEMUTUSKAN:

{enetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

BAB I
PENGERTIAN PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 1

engertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanjalah meliputi penanaman
rodal asing setjara langsung jang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan
Jndang-undang ini dan jang digunakan untuk mendjalankan Perusahaan di Indonesia, dalam arti
ahwa pemilik modal setjara langsung menanggung reziko dari penanaman modal tersebut.

Pasal 2

engertian modal asing dalam Undang-undang ini ialah:

. alat pembajaran luar negeri jang tidak merupakan bagian dari kekajaan devisa Indonesia,
jang dengan persetudjuan Pemerintah digunakan untuk pembiajaan Perusahaan di Indonesia.

. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-
bahan, jang dimasukkan dari luar ke dalam wilajah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak
dibiajai dari kekajaan devisa Indonesia.

. bagian dari hasil perusahaan jang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransper,
tetapi dipergunakan untuk membiajai perusahaan di Indonesia.

BAB 11
BENTUK HUKUM, KEDUDUKAN DAN DAERAH BERUSAHA

Pasal 3

1) Perusahaan jang dimaksud dalam pasal 1 jang didjalankan untuk seluruhnja atau bagian
terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan didjalankan untuk seluruhnja atau bagian
terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Pas.al 4

Pemerintah menetapkan Daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia
dengan memperhatikan perkembangan ekonomi Nasional maupun ekonomi Daerah, matjam
perusahaan, besarnja penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan
rentjana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.




BAB II1
BIDANG USAHA MODAL ASING

Pasal 5

1) Pemerintah menetapkan perintjian bidang-bidang usaha jang terbuka bagi modal asing
menurut urutan prioritas, dan menentukan sjarat-sjarat jang harus dipenuhi oleh penanaman
modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.

2) Perintjian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menjusun
rentjana-renjana pembangunan djangka menengah dan djangka pandjang, dengan
memperhatikan perkembangan ekonomi serta technologi.

Pasal 6

1) Bidang-bidang usaha jang tertutup untuk penanaman modal asing setjara pengusahaan penuh
ialah bidang-bidang jang penting bagi negara dan menguasai hadjat hidup rakjat banjak
sebagai berikut:

pelabuhan-pelabuhan;

produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;

telekomunikasi;

pelajaran;

penerbangan;

air minum;

kereta api umum;

pembangkitan tenaga atom;

1. mess media.

2) Bidang-bidang jang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara, antara lain
produksi sendjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi
modal asing.

‘PEm e RO OP

Pasat 7

elain jang tersebut pada pasal 6 ajat (1) Pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha
ertentu di mana tidak boleh lagi ditanam modal asing.

Pasal 8

1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerdja sama dengan
Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan
jang berlaku.

2) Sistim kerdja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam
bidang-bidang usaha lain jang akan ditentukan oleh Pemerintah.



BABIV
TENAGA KERDJA

Pasal 9

emilik modal mempunjai wewenang sepenuhnja untuk menentukan direksi perusahaan di mana
10dalnja ditanam.

Pasal 10

erusahaan-perusahaan modal asing wadjib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerdjanja dengan
varga negara Indonesia ketjuali dalam hal-hal tersebut pada pasal 11.

Pasal 11

erusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga
impinan dan tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi djabatan-djabatan jang belum dapat
iisi dengan tenaga kerdja warga negara Indonesia.

Pasal 12

erusahaan-perusahaan modal asing berkewadjiban menjelenggarakan dan/atau menjediakan
asilitas-fasilitas latthan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri setjara teratur dan
crarah bagi warganegara Indonesia dengan tudjuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga
iegara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.

Pasal 13
*emerintah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 9, 10, 11 dan 12.

BAB V
PEMAKAIAN TANAH

Pasal 14

Jntuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna-
bangunan, hak guna-usaha dan hak pakai menurut peraturan perundangan jang berlaku.

BAB VI
KELONGGARAN-KELONGGARAN PERPADJAKAN DAN
PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN

Pasal 15

Kepada perusahaan-perusahaan modal asing diberikan kelonggaran-kelonggaran perpadjakan
dan pungutan lainnja sebagai berikut:




Pembebasan dari:

1. Padjak persercan atas keuntungan untuk djangka waktu tertentu jang tidak melebihi
djangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat usaha tersebut mulai berproduksi;

2. Padjak deviden atas bagian laba jang dibajarkan kepada pemegang saham, sedjauh laba
tersebut diperoleh dalam djangka waktu jang tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun dari
saat usaha tersebut dimulai berproduksi.;

3. Padjak perseroan atas keuntungan termaksud dalam pasal 19 sub a, jang ditanam kembali
dalam perusahaan bersangkutan di Indonesia, untuk djangka waktu tertentu jang tidak
melebihi djangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat penanaman kembali;

4. Bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilajah
Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerdja atau pesawat-pesawat jang diperlukan
untuk mendjalankan perusahaan itu;

5. Bea Meterai Modal atas penempatan modal jang berasal dari penanaman modal asing.

Keringanan:

1. Atas pengenaan padjak perseroan dengan suatu tarip jang proporsionil setinggi-tingginja
lima puluh per seratus untuk djangka waktu jang tidak melebihi 5 (lima) tahun sesudah
djangka waktu pembebasan sebagai jang dimaksud dalam ad a, angka 1 tersebut diatas;

2. Dengan tjara memperhitungkan kerugian jang diderita selama djangka waktu
pembebasan jang dimaksud pada huruf a angka 1, dengan keuntungan jang harus
dikenakan padjak setelah djangka waktu tersebut di atas;

3. Dengan mengizinkan penjusutan jang dipertjepat atas alat-alat periengkapan tetap.

Pasal 16

} Pemberian kelonggaran-kelonggaran perpadjakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam
pasal 15 dilakukan dengan mengingat prioritas mengenai bidang-bidang usaha sebagaimana
jang dimaksud dalam pasal 5.

) Selain kelonggaran-kelonggaran perpadjakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam ajat
(1) pasal ini maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan tambahan kelonggaran-
kelonggaran itu kepada sesuatu perusahaan modal asing jang sangat diperlukan bagi
pertumbuhan ekonomi.

Pasal 17
laksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 dan 16 ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
DJANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL ASING,
HAK TRANSPER DAN REPATRIASI

Pasal 18
alam setiap izin penanaman modal asing ditentukan djangka waktu berlakunja jang tidak
elebihi 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 19

) Kepada perusahaan modal asing diberikan hak transper dalam valuta asli dari modal atas
dasar nilai tukar jang berlaku untuk:




a. keuntungan jang diperoleh modal sesudah dikurangi padjak-padjak dan kewadjiban-
kewadjiban pembajaran lain di Indonesia;
biaja-biaja jang berhubungan dengan tenaga asing jang dipekerdjakan di Indonesia;
biaja-biaja lain jang ditentukan lebih landjut;
penjusutan atas alat-alat perlengkapan tetap;

e. kompensasi dalam hal nasionalisasi.
2) Pelaksanaan transper ditentukan lebih landjut oleh Pemerintah.

oo o

Pasal 20

ransper jang bersifat repatriasi modal tidak dapat diizinkan selama kelonggaran-kelonggaran
erpadjakan dan pungutan-pungutan lain jang tersebut pada pasal 15 masih berlaku. Pelaksanaan
ebih landjut diatur oleh Pemerintah.

BAB VIII
NASIONALISASI DAN KOMPENSASI

Pasal 21

demerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pentjabutan hak milik setjara
nenjeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan jang mengurangi
1ak menguasai dan/atau mengurus perusahaan jang bersangkutan, ketjuali djika dengan Undang-
indang dinjatakan kepentingan Negara menghendaki tindakan demikian.

Pasal 22

1) Djikalau diadakan tindakan seperti tersebut pada pasal 21 maka Pemerintah wadjib
memberikan kompensasi/ganti rugi jang djumlah, matjam dan tjara pembajarannja disetudjui
oleh kedua belah pihak sesuai dengan azas-azas hukum internasional jang berlaku.

2) Djikalau antara kedua belah pihak tidak tertjapai persetudjuan mengenai djumlah, matjam
dan tjara pembajaran kompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrase jang putusannja
mengikat kedua belah pihak.

(3) Badan arbitrase terdiri dari tiga orang jang dipilih oleh Pemerintah dan pemilik modal.

masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanja jang dipilih bersama-sama oleh
Pemerintah dan pemilik modal.

BAB IX
KERDJA SAMA MODAL ASING DAN MODAL NASIONAL

Pasal 23

(1) Dalam bidang-bidang usaha jang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerdja sama
antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3.

(2) Pemerintah menetapkan lebih landjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan tjara-tjara
kerdja sama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan
keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan djasa-djasa.




Pasal 24

euntungan jang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerdja sama antara modal asing
an modal nasional tersebut pada pasal 23 setelah dikurangi padjak-padjak serta kewadjiban-
>wadjiban lain jang harus dibajar di Indonesia, diizinkan untuk ditransper dalam valuta asli dari
odal asing jang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing jang ditanam.

Pasal 25

etentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini mengenai kelonggaran perpadjakan dan

aminan terhadap nasionalisasi maupun pemberian kompensast berlaku pula untuk modal asing
rsebut dalam pasal 23.

BAB X
KEWADJIBAN-KEWADJIBAN LAIN BAGI PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 26

erusahaan-perusahaan modal asing wadjib mengurus dan mengendalikan perusahaannja sesuai
engan azas-azas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan Negara.

Pasal 27

|} Perusahaan tersebut pada pasal 3 jang seluruh modalnja adalah modal asing wadjib memberi
kesempatan partisipasi bagi modal nasional setjara effektif setelah djangka waktu tertentu
dan menurut imbangan jang ditetapkan oleh Pemerintah.

2) Djikalau partisipasi termaksud dalam ajat (1) pasal ini dilakukan dengan pendjualan saham-
saham jang telah ada maka hasil pendjualan tersebut dapat ditransper dalam valuta asli dari
modal asing jang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 28

1) Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini harus ada koordinasi antara
badan-badan Pemerintah jang bersangkutan untuk mendjamin keserasian daripada
kebidjaksanaan Pemerintah terhadap modal asing.

2) Tjara-tjara penjelenggaraan koordinasi tersebut akan ditentukan lebih landjut oleh
Pemerintah. :

Pasal 29

(etentuan-ketentuan Undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal asing jang dilakukan
etelah berlakunja Undang-undang ini baik dalam perusahaan-perusahaan baru maupun dalam

erusahaan-perusahaan jang telah ada untuk menjelenggarakan pengluasan dan/atau
embaharuan.



BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Hal-hal jang belum diatur dalam Undang-undang ini akan ditetapkan lebih landjut oleh
Pemerintah.,

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannja dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1967
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SUKARNO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1967
Sekretaris Negara,
ttd

MOHD. ITJHSAN
Untuk salinan dari salinan
jangsama bunynya,
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Sie Urusan Dalam
Cap+ud
(Muh. Rusli BA)

Salinan sesual dengan salinannya
Tim Penyusun Buku Kumpulan Peraturan Penanaman Modal



Pembebasan dari:

1.

2.

Padjak perseroan atas keuntungan untuk djangka waktu tertentu jang tidak melebihi
djangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat usaha tersebut mulai berprodukst;

Padjak deviden atas bagian laba jang dibajarkan kepada pemegang saham, sedjauh laba
tersebut diperoleh dalam djangka waktu jang tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun dari
saat usaha tersebut dimulai berproduksi.;

Padjak perseroan atas keuntungan termaksud dalam pasal 19 sub a, jang ditanam kembali
dalam perusahaan bersangkutan di Indonesia, untuk djangka waktu tertentu jang tidak
melebihi djangka waktu S (lima) tahun terhitung dari saat penanaman kembali;

Bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilajah
Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerdja atau pesawat-pesawat jang diperlukan
untuk mendjalankan perusahaan itu;

5. Bea Meterai Modal atas penempatan modal jang berasal dari penanaman modal asing.
- Keringanan:

1.

3.

Atas pengenaan padjak perseroan dengan suatu tarip jang proporsionil setinggi-tingginja
lima puluh per seratus untuk djangka waktu jang tidak melebihi 5 (lima) tahun sesudah
djangka waktu pembebasan sebagai jang dimaksud dalam ad a, angka 1 tersebut diatas;
Dengan tjara memperhitungkan kerugian jang diderita selama djangka waktu
pembebasan jang dimaksud pada huruf a angka 1, dengan keuntungan jang harus
dikenakan padjak setelah djangka waktu tersebut di atas;

Dengan mengizinkan penjusutan jang dipertjepat atas alat-alat perlengkapan tetap.

Pasal 16

) Pemberian kelonggaran-kelonggaran perpadjakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam
pasal 15 dilakukan dengan mengingat prioritas mengenai bidang-bidang usaha sebagaimana

jang dimaksud dalam pasal 5.

) Selain kelonggaran-kelonggaran perpadjakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam ajat
(1) pasal ini maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan tambahan kelonggaran-
kelonggaran itu kepada sesuatu perusahaan modal asing jang sangat diperlukan bagi
pertumbuhan ekonomi.

Pasal 17

elaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 dan 16 ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
DJANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL ASING,
HAK TRANSPER DAN REPATRIASI

Pasal 18

dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan djangka waktu berlakunja jang tidak
relebihi 30 (tiga puluh) tahun,

Pasal 19

1) Kepada perusahaan modal asing diberikan hak transper dalam valuta asli dari modal atas

dasar nilai tukar jang berlaku untuk:




a. keuntungan jang diperoleh modal sesudah dikurangi padjak-padjak dan kewadjiban-
kewadjiban pembajaran lain di Indonesia;
biaja-biaja jang berhubungan dengan tenaga asing jang dipekerdjakan di Indonesia;
biaja-biaja lain jang ditentukan lebih landjut;
penjusutan atas alat-alat perlengkapan tetap;

e. kompensasi dalam hal nasionalisasi.
) Pelaksanaan transper ditentukan lebih landjut oleh Pemerintah.

oo

Pasal 20

ransper jang bersifat repatriasi modal tidak dapat diizinkan selama kelonggaran-kelonggaran
erpadjakan dan pungutan-pungutan lain jang tersebut pada pasal 15 masih berlaku. Pelaksanaan
bih landjut diatur oleh Pemerintah.

BAB VIII
NASIONALISASI DAN KOMPENSASI

Pasal 21

emerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pentjabutan hak milik setjara
renjeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan jang mengurangi
ak menguasai dan/atau mengurus perusahaan jang bersangkutan, ketjuali djika dengan Undang-
ndang dinjatakan kepentingan Negara menghendaki tindakan demikian.

Pasal 22

1) Djikalau diadakan tindakan seperti tersebut pada pasal 21 maka Pemerintah wadjib
memberikan kompensasi/ganti rugi jang djumlah, matjam dan tjara pembajarannja disetudjui
oleh kedua belah pihak sesuai dengan azas-azas hukum internasional jang berlaku.

2) Djikalau antara kedua belah pihak tidak tertjapai persetudjuan mengenai djumlah, matjam
dan tjara pembajaran kompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrase jang putusannja
mengikat kedua belah pihak.

3) Badan arbitrase terdiri dari tiga orang jang dipilih oleh Pemerintah dan pemilik modal .
masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanja jang dipilih bersama-sama oleh

Pemerintah dan pemilik modal.

BAB IX
KERDJA SAMA MODAL ASING DAN MODAL NASIONAL

Pasal 23

1) Dalam bidang-bidang usaha jang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerdja sama
antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3.

2) Pemerintah menetapkan lebih landjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan tjara-tjara
kerdja sama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan
keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan djasa-djasa.



Pasal 24

euntungan jang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerdja sama antara modal asing
an modal nasional tersebut pada pasal 23 setelah dikurangi padjak-padjak serta kewadjiban-
ewad]jiban lain jang harus dibajar di Indonesia, diizinkan untuk ditransper dalam valuta asli dari
0dal asing jang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing jang ditanam.

Pasal 25

etentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini mengenai kelonggaran perpadjakan dan
aminan terhadap nasionalisasi maupun pemberian kompensasi berlaku pula untuk modal asing
rsebut dalam pasal 23.

BAB X
KEWADJIBAN-KEWADJIBAN LAIN BAGI PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 26

erusahaan-perusahaan modal asing wadjib mengurus dan mengendalikan perusahaannja sesuai
engan azas-azas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan Negara.

Pasal 27

) Perusahaan tersebut pada pasal 3 jang seluruh modalnja adalah modal asing wadjib memberi
kesempatan partisipasi bagi modal nasional setjara effektif setelah djangka waktu tertentu
dan menurut imbangan jang ditetapkan oleh Pemerintah.

) Djikalau partisipasi termaksud dalam ajat (1) pasal ini dilakukan dengan pendjualan saham-
saham jang telah ada maka hasil pendjualan tersebut dapat ditransper dalam valuta asli dari
modal asing jang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 28

|) Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini harus ada koordinasi antara
badan-badan Pemerintah jang bersangkutan untuk mendjamin keserasian daripada
kebidjaksanaan Pemerintah terhadap modal asing.

)) Tjara-tjara penjelenggaraan koordinasi tersebut akan ditentukan lebih landjut oleh
Pemerintah.

Pasal 29

etentuan-ketentuan Undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal asing jang dilakukan
etelah berlakunja Undang-undang ini baik dalam perusahaan-perusahaan baru maupun dalam

erusahaan-perusahaan jang telah ada untuk menjelenggarakan pengluasan dan/atau
embaharuan.




BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Hal-hal jang belum diatur dalam Undang-undang ini akan ditetapkan lebih landjut oleh
Pemerintah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannja dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1967
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SUKARNO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1967
Sekretaris Negara,
ttd

MOHD. ITJHSAN
Untuk salinan dari salinan
jangsama bunynya,
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Sie Urusan Dalam
Cap + ttd
(Muh. Rusli BA)

Salinan sesuai dengan salinannya
Tim Penyusun Buku Kumpulan Peraturan Penanaman Modal



UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1970
TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN
MODAL ASING

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa garis besar politik perpadjakan Negara dalam menghadapi pembangunan meliputi:
peningkatan tabungan Pemerintah melalui peningkaan penerimaan, merangsang tabungan
masjarakat, mendorong invenstasi dan produksi serta membantu redistribusi penghasilan
kearah jang lebih seimbang dan mudah didalam administrasinja,

b. bahwa guna meningkatkan pembangunan di Indonesia periu segera ditjiptakan suatu riskal
jang baik bagi pengusaha-pengusaha, khususnja bagi penanaman modal ;

c. bahwa berhubung dengan perubahan-perubahan jang dilakukan dalam Ordonansi Padjak
Perseroan 1925, maka Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
perlu disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut.

Mengingat:
Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1) dan pasal 23 ajat (2);

Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
Undang-undang No. 1/1967 Penanaman Modal Asing.

Ordonansi Padjak Perseroan 1925 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan
Undang-undang No. 8 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 No. 43).

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

bl i B

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG
NO.1/1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING.

Pasal 1
UNDANG-UNDANG No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing diubah dan ditambah
sebagai berikut:
I. Pasal 15 diubah seluruhnja sehingga berbunji sebagai berikut: "Kepada perusahaan-
perusahaan modal asing jang bergerak dibidang bidang usaha termaksud dalam pasal 5
diberikan kelonggaran-kelonggaran perpadjakan sebagai berikut:

Bea Meteri Modal:
Ke-1

Pembebasan bea meterai modal atas penempatan modal jang berasal dari penanaman modal
asing;
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Bea Masuk dan Padjak Pendjualan
ke -2
Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan padjak pendjualan {impor} pada waktu
pemasukan barang-barang perlengkapan tetap kedalam wilajah Indonesia seperti mesin-mesin,
alat-alat kerdja atau pesawat-pesawat jang diperlukan untuk mendjalankan perusahaan itu.

Bea Balik Nama:
ke-3
Pembebasan Bea Balik Nama atas akta pendaftaran kapal untuk pertama kalinja di Indonesia

jang dilakukan dalam masa sampai dengan 2 (dua) tahun setelah saat mulai berproduksi satu dan
lain dengan memperhatikan jenis usahanja.

Padjak Perseroan,
ke-4.

Kelonggaran-kelonggaran dibidang padjak perseroan:
a. kompensasi kerugian seperti jang diatur dalam pasal 7 ajat (1) Ordonansi Padjak
Perseroan 1925;
b. kompensasi kerugian jang diderita selama 6 (enam) tahun pertama sedjak pendirian
seperti jang diatur dalam pasal 7 ajat (2) Ordonansi Padjak Perseroan 1925;
c. penghapusan dipertjepat seperti jang diatur lebih djauh sesuai dengan pasal 4 ajat (4)
Ordonansi Padjak Perseroan 1925,

d. perangsang penanaman seperti jang diatur dalam pasal 4b Ordonansi Padjak Perseroan
1925;

Padjak Dividen;
ke-5
a. pembebasan padjak dividen selama 2 (dua) tahun terhitung dari saat mulai berproduksi
atas bagian laba jang dibajarkan kepada para pemegang saham, sedjauh dividen tersebut
di negara si penerima tidak dikenakan padjak atas laba atau pendapatan.
b. djangka waktu 2 (dua) tahun tersebut dapat diperpandjang dengan tambahan masa bebas
padjak sebagaimana jang diatur dalam pasal 16 ajat (2).

II. Pasal 16 diubah seluruhnja sehingga berbunji sebagai berikut:

(1) Kepada badan-badan baru, jang menanam modalnja dibidang produksi jang mendapat
prioritas dari Pemerintah, Menteri Keuangan berwenang memberikan pembebasan padjak
perseroan untuk djangka waktu 2 (dua) tahun (masa bebas padjak) terhitung dan saat
perusahaan tersebut mulai berproduksi.

(2) Menteri Keuangan dapat memperpandjang djangka waktu masa bebas padjak termaksud
pada ajat (1) pasal ini dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. apabila penanaman modal tersebut pada menambah dan menghemat devisa Negara
setjara berarti, diberikan tambahan masa bebas padjak 1 (satu) tahun;

b. apabila penanaman modal tersebut dilakukan diluar Jawa, diberikan tambahan masa
bebas padjak 1 (satu) tahun;

¢. apabila penanaman modal tersebut memerlukan modal jang besar karena keperluan
membangun prasarana dan/atau menghadapi risiko jang lebih besar dari jang
sewadjamja, diberikan tambahan masa bebas padjak 1 (satu) tahun;
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d. dalam hal-hal jang oleh Pemerintah diprioritaskan setjara khusus diberikan masa
bebas padjak 1 (satu) tahun.

Selain kelonggaran-kelonggaran perpadjakan termaksud dalam pasal 15 dan pada ajat (1) dan
ajat (2) pasal ini, dengan Peraturan Pemerintahan dapat diberikan tambahan kelonggaran-
kelonggaran lain kepada suatu perusahaan modal asing jang, sangat diperlukan bagi
pertumbuhan ekonomi".

Il Pasal 17 diubah seluruhnja sehingga berbunji sebagai berikut: Pelaksanaan ketentuan-
ketentuan dalam pasal 15 dan pasal 16 ajat (1) dan ajat (2) ditetapkan oleh Menteri
Keuangan".

Pasal 2

(1) Ketentuan-ketentuan lama dapat diberlakukan sepenuhnja atas permintaan jang
bersangkutan, dalam hal permohonan-permohonan untuk penanaman modal telah
diadjukan sebelum UNDANG_UNDANG ini berlaku dan atas itu belum diambil
keputusan oleh Panitia Penanaman Modal.

(2) Untuk penanaman modal jang telah mendapatkan fasilitas-fasititas perpadjakan menurut
pasal 16 ajat (2), dapat ditindjau kembali setjara keseluruhan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan baru, apabila untuk diadjukan permohonan oleh jang bersangkutan.

Pasal 3
Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja sctiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-Undang
ni dengan penempatannja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 1970.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
Jenderal TNI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 1970,
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH
Mayor Jenderal T.N.I

Untuk salinan sesuai aslinya,
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
u.b. Sie. Urusan Dalam

( Muh. Rusli BA )

Satinan sesuai dengan salinannya
Tim Penyusun Buku Kumpulan Peraturan Penanaman Modal
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAIL

NOMOR :6 1/SK/2004

" ) o ‘I. ‘—-‘ s plc by
e ot T e R
LEL AN ke S S M

TENTANG i

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ;
% !
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 4

ang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian pelaksanaan
penanaman modal terhadap proyek-proyek Penanaman Modal Dalam Negeri :
“dan  Penanaman Modal Asing dipandang perlu untuk meninjau kembali S
Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi ‘
Penanaman Modal Nomor 22/SK/1996 tentang Pemantauan dan Evaluasi,
Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal.

at ] “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing R
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara . |
Nomor 2818) schagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11

Tahun 1970 ( Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara 2943);.

r~

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tenting Penanaman Modal Dalam,~,
Negen (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembarar
Negara Nomor 2853) scbagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944):

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang  Pajak Penghasilan,

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara E
No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- &
undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia ": %
Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak - Pertasibahan Nila
Barang. dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewzh (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32064)
scbagaimana télah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128,,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986): '




il

12.

13.

14,

15.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3612);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, teniang Pengelolaan Lingkungan
[fidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);

Undang-undang Nomeor 22 Tahun 1999 tentang Periermtahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839); ‘

Peraturan Pemerintalh Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jungka Waktu lzin
Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Nomor 3335) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3515);

Peraturan Pemierintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham
Dalam Perusahaan Yang Didirtkan Dalam Rangka Penan:man Modal Asing
{Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3552);sebagaunana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tabun 2001(Lcmbaran Negara Tahun 2001 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4162);

. Peraturan Pemcerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentanyg [oin Useha Tndusti

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahar Lembaran Negara
Nomor 3590},

Peraturan Pemerintah Nomor 33 ‘Fahun 1996 tentang Penimbunan Berikat
{LLembaran Negara Tabhun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 30638} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrnintah
Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomeor 3717);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3838);

Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinst Schagar Daeral Otonoms (Lembaran

. Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nogara Nomor 3952);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1981 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal, scbagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
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tapkan

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 197/M Tahun 2001;

17. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyclenggaraan
Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman
Modal Dalam Negeri melalui Sistim Pelayanan Satu Atap;

18. Keputusan Kcepala Badan Koordinasi  Penanaman Modal Nomor
02/SK/2002 tentang Organisast dan Tata Kerja  Badan  Koordinass
Penanaman Modal | sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 42/SK/2003;

19. Keputusan Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Nomor
57/SK/2004 tentang  Pedoman dan Tatacara PPermohonan Penanaman
Modal Yang Didinikan Datam Rangka Penanaman Modal Dalam Negen
dan Penanaman Modal Asing.

MEMUTUSKAN :
Dengan mencabut Keputusan Menteri Negara Penggerak Danu Investasi/Ketua

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/1996 tentang Pemantauan
dan Evatuasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL.

BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan i yang dimaksud dengan

1. Pengendalian adalah upaya atau kegiatan untuk melakukan pemantauan,
bimbingan/pembinaan dan pengawasan agar pclaksanaan penanaman modal
sesuai dengan ketentuan surat persclujuan penanaman modal yang telah
diberikan dan peraluran perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemantauan adadal upayd aa Regiatan svany dadhuRa guna memperoleh
data perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapal
Surat Persetujuan penanaman modal dan masalah-masalzh yang dibadap,
serla miclakukan cvaluasi atas pelaksanaannya.

3. Bimbingan adalah upaya atau kegialan pembinaan yang dilakukan guna
membantu menyelesaikan masalah dan hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaan kegiatan penanaman modal.




O.

10.

11.

Pengawasan adalali upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah,
mengurangi terjadinya penyimpangan dan melaksanakan pengenaan sanksi
terhadap pelanggaran / penyimpangan atas ketentuan yang telah ditetapkan
dalam Surat Persetwjuan penanaman modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal untluk sclanjutnya disecbut BKPM
adalah [nstansi Pemerintal yang menangani kegiatan patanaman modal
dalam rangka PMDN dan PMA.

Instansi Penanaman Modal Provinsi vang selanjutiva discout 1PMP adalah
instansi Pemerintab Provinsi yang menangani Kegiatan penanaman modal di
dacrish provina,

Instansi Penanaman Modal Kabupatenw/Kota yang sclanjutizva disebut [IPMK
adalah instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani kegiatan
penanaman modal di daerah kabupaten/kota.

Instansi Pemerintah terkait adalah lembaga Pemerintah pusat maupun
daerah yang sccara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan
penggunaan fasilitas, mengurus pemberian perizinan, dan menyelesaikan
pennasalahan yang berkailan dengan penanaman modal.

Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan
batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatzn usaha industni
pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perckayasaan,
penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas
barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam dacrah
pabcan Indonesia lainnya yang hasilnva terutama untuk tiiuan ckspor.

Penyelengpara Kawasan Berikat adalah Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) berbentuk Persero atau Otorita yang khusus dibentuk untuk
maksud mengusahakan danvatau mengelola Kawasan Berikat,

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) adalah wilayah
geograflis dengan batas-batas  tertentu  yang memenuhi  persyaratan,
memiliki polensi untuk cepat tumbuh dan/atau mempunyaj sektor unggulan
yang dapat menggerakkan pertumbuhan ckonomi di wilayah sckitamya
dan/atau menliki potensi pengembalian investasi yang besar.

. Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

adalah badan yang khusus dibentuk unwik maksud mengusahakan dansata
mengelola KAPET.

. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan scmuoa benda, daya,

keadaan  dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan
perilakunya,  yang mempengaruhi  kelangsungan perikchidupan  dan
kesejahteraan manusia serta makiiluk hidup lainnya.




@Proyck adalah kegiatan penanaman medal dalam rangka PMDN/PMA yang
telah mendapat persetujuan Pemenintah dalam rangka pembangunan proyek
baru maupun perluasan.

—

) lS)Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai
perkembangan kegiatan proyek penanaman modal dalam bentuk dan tata
cara sebagaimana diatur dalam Keputusan i,

{0. Berita Acara Pemieniksaan Proyek {BAP) adalah laporan sasil pemenksaan
lapangan terhadap proyek penanaman modal dalam bentuik dan tata cara
yang diatur dalam Keputusan i

@(cgialan nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oich perusahaan
PMDN/PMA  dalam  melaksanakan  penanaman  moeuaal  baik  sccara
adnunistratif maupun dalam bentuk fisik.

@Kegialan nyata secara administratif dilihat dari telah diperoichnya izin-1zin
yang diperlukan untuk merealisasikan proyek berupa :

a. lIzin Lokasi atau perjanjian sewa gedung khusus bidzng jasa atau Surat
lzin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Kuasa Pcriambangan (KP)
khusus bidanz usaha periambangan di luar minyek dan gas bumi
dan/alau,

b. SP Pabean Barang Modal, da/atau,
APIT dan/atau
@ RPTKA bagi yang menggunakan TKWNAP; daneies
c. IMB danatau
f. lzin Undang-undang Gangguan/HO,

Kegiatan nyata dalam bentuk fistk merupakan kegiatan  yang telah
dilakukan untuk :

a. Bidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa :
1. Pengadaan lahan, atau
2. Pembangunan gedung/pabrik, atau
3. Pengimporan mesin dan peralatan.

b. Bidang usaha jasa, telah ada kegiatan pokok berupa
1} Pengadaan lahan atau;

2) Pengadaan / pembangunan gedung / ruany. pebl'cm{zsmn

c.- Bidang usaha pertanian telah ada kegiatun pokur ocrupi pengadaan
lahan.

d. Bidang usaha perikanan telah ada kegiatan pembelien sebagian kapal
ikan.



. 20. Pembatalan adalah tindakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak
berlakunya Surat Persetujuan PMDN/PMA  yang belum ada kegiatan nyata
dalam bentuk fisik.

21. Pencabutan adalah tindakan Pemerintah  yang mengakibatkan  tdak
berlakunya Surat Perscetujuan PMDN/PMA  yang sudah ada kegiatan nyata
dalam bentuk fisik.

BADB I

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA SASARAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

(1) Maksud dan tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah
untuk :

a. Mengetahui data perkembangan realisasi penanaman modal.

b. Memperoleh informasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan,
sebagai bahan masukan untuk :
1. pertimbangan penyelesaian permohonan persetujuan perubahan dan
perizinan;
2. penyusunan kebijaksanaan penanaman modal;
3. pembinaan dan pengawsan.

Membantu pemecahan serta penyelesaian masalah dan hambatan yang
dihadapi perusahaan.

d. Melakukan pemeriksaan pelaksanaan  penanaman modal dap—
penggunaan fasilitas fiskal serta mclakukan tindak lanjut at@s
penyimpangan yang dilakukan oleh pcrusahaan.

(2) Sasaran pchgcndalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya

kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal.

BAD 111

TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

Pasal 3

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan cara :

e N “a
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a. Melakukan kompilasi, verifikasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman
modal, yang dilaporkan dalam LKPM dan dari sumber serta cara lainnya

b. Memberikan bimbingan/pembinaan dan penyuluhan kepada perusahaan
PMDN/PMA, mengenai berbagai  kebyakan dan ketentwan pelaksanaan
penanaman modal.

@ Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh
perusahaan PMDN/PMA.

d. Memberikan arahan dan penjelasan kepada perusahaan PMDN/PMA agar
pelaksanaan penanaman  modalnya  sesuas  dengan  ketenluan  Surat
Persetujuan yang telah diperoich.

e. Melakukan penclitian dan evaluasi atas taporan dan informasi tentang
penyimpangan peclaksanaan penanaman modal oleh perusahaan serta
melakukan tindak lanjut terhadap penyimmpangan kelentuan penanaman
modal.

@ Melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal .

Pasal 4

(1) Pemenksaan langsung ke lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 huruf [ dilakukan tanpa mengganggu kelancaran kegiatan proyek.

(2) Pemeriksaan langsung diberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan,

(3) Pejabat yang akan mclaksanakan pemeriksaan langsuig wapb memiliki
Surat Tugas dari instansi yang menugaskan dan menunjukkannya kepada
perusahaan yvang diperiksa .

(4) Perusahaan wajib menerima pejabat yang melakukan penicnsaan langsung
dan memberikan penjelasan yang diminta, sesuai dengan maksud dan tujuan
pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilaporkan
kepada Bupati/Walikota dan/atau Gubemur yang bersangkutan dan/atau
Kepata Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Instansi terkait.

BAB 1V

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1) IPMK  melaksanakan  penyclenggaraan  pengendalian  pelaksanaan
proyek-proyek PMDN/PMA di wilayahnya.




(2) IPMP melakukan koordinasi pengendalian pelaksanaan seluruh proyck
PMDN/PMA diprovinsinya.

(3) BKPM  melakukan  koordinasi  pengendalian pelaksanaan  proyek
PMDNPMA secara nasional.

(4) IPMK  dan/atau IPMP dan/atau  BKPM baik sccarz sendiri maupun
bersama-sama dapat bekerjasama dengan Instansi terkait untuk melakukan
pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

BAB YV

BENTUK DAN TATACARA PEMBUATAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)

Pasal ¢
(1) Berita Acara Pemeriksaan Proyck (BAP) diperlukan untuk pengajuan

permohonan Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap ( [U/IUT), pengenaan sanksi dan
keperluan lainnya. —

(2} Permohonan untuk dilakukan pemeriksaan proyek dalam rangka pencrbitan
IU/IUT  diajukan  kepada IPMP, dengan menggunakan formulir
sebagaimana Lampiran [.

(3) Setelah  menerima  permohonanan  tersehut  datam  ayat (2), IPMP
mengkoordinasikan Tim Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten/Kota
yang beranggotakan wakil-wakil dari dinas/instansi terkai: di daerah yakni :

a Secktoral ;
b Pelayanan Pajak ;
¢ Pelayanan Bea & Cukai ;
d Pertanahan ;
¢ Tenaga Kerja ;
Lingkungan Hidup;
g Lannya yang dianggap periu .

(4} Pemeriksaan proyek dan pembuatan serta penandatansanan BAP untuk
keperluan sebagaimana dimaksud daiam avat (1) dickukan ole Tim
Pengawasan Penanaman Medal Kabupaies Rote yang dilentuk berdasarkan
Surat Keputusan Bupati/Walikola untuk proyek-proyek PMDN dan PMA
yang berlokast didacralinya.

(5) Anggota Tim Pengawasan  Penanaman Modal  Kabupaten/Kota  yang
ditkutsertakan dafam pemibuatan BAP disesuaikan dengan maksud atau
keperluan pembuatan BAP.




(6) BAP tidak dipcrlukan sebagai persyaratan permohonan 1U / IUT untuk
proyek-proyek yang berlokasi di Kawasan industri, namun dalam hai
icrientu  BKPM  dapat mclakukan pemeriksaan  atas proyck yang
dilaksanakan.

(7) Pembuatan BAP scbagai laporan pemeriksaan  proyck menggunakan
formulir scbagaimana tersebut pada

a. Lampiran [1A, untuk pembuatan BAP dalam rangka penerbitan
[U/IUT  provek-proyvek yang bergerak di
bidang/kegiatan usaha Kawasan Industni, Lapangan
Golf dan Perumahan ;

b. Lampiran IIB, untuk pembuatan BAP dalam rangka  penerbulan
TU/IUT proyek-proyek yang bergerak di
bidang/kegiatan usaha sclain tersebut pada huruf a;

c. Lampiran 1l  untuk pembuatan BAP dalam rangka pencabutan
persetujuan  penanaman modal karena adanya
pelanggaran.

Pasal 7

" (1) BAP untuk [U/IUT meliputi antara lain :

a. Pemeriksaan atas kelengkapan administrasi;

b. Pemeriksaan leknis  alas mesin-mesin/peralatan dan  bahan
bakwpenolong yang digunakan.

(2) BAP untuk penerbitan IU/IUT disclesaikan dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) hani kerja terhitung sejak tanggal digjukannya
permohonan pemeriksaan proyek oleh perusahaan yang bersangkutan
kepada IPMK atau IPMP.

(3) Apabila dalam jangka wakiu paling lama 12 (dua belas) hari kerja
BAP untuk penerbitan IU/IUT tersebut tidak dapat dipenuhi maka BKPM
mengambil langkah untuk mempercepat proscs penerbitan [U/IUT dengan
memperhatikan data yang tercantuin dalam LXPM yang telah disampaikan
olch perusahaan dengan lengkap dan benar.

BAB VI
BENTUK DAN TATA CARA PELAPORAN
Pasal 8
(1) Setiap penanam modal yang telah miendapat persetujuan daiam rangka

PMDN/PMA, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang
telah  berproduksi, diwajibkan menyampaikan = Laporan Kegiatan
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(2)

(3)
(4)

)

®

Penanaman Modal (LKPM) yang diisi secara lengkap dan benar yang
menggambarkan keadaan perusahaan.

Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara periodik olch
perusahaan PMDN/PMA dengan ketentuan scbagai berikut :

a. Bagi perusahaan yang sedang dalam tahap pembangunan/konstruksi
atau telah berproduksi namun belum memuiliki [U/IUT, menggunakan
formulir L.1 (Lampiran 1V) disampaikan setiap enzm bulan/semester
dengan periode Laporan Scmester 1 (1 Junuan s.d. 30 Jum) dan
Semester 11 (1 Juli s.d. 31 Desember) dan disampaikan sclambat-
lambatnva satu bulan setelah akhir semester yaitu Laporan Semester |
disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun yang
bersangkutan dan Laporan Semester [I paling iambat wnggal 31
Januari tahun berikutnya.

b. Bagi perusahaan yang telah berproduksi dan memiliki JU/IUT,
menggunakan formulir L.2 (Lampiran V), disampaikan 1 (satu) kali
dalam setahun, dengan periode Laporan Tahunan (1 Januan s.d. 31
Desember), dan penyampaiannya dilaksanakan paiing tambat tanggal
31 Januari tahun benkutnya.

Perusahaan yang tclah mendapat persctujuan penanaman modal dalam
periode 1 Januar -30 Juni, telah wajib menyampaikan laporan kegiatan
perusahaannya untuk periode Semester [ tahun yang bersangkutan, sedang
bagi perusahaan yang telah mendapat perseiujuan penaraman modal pada
periode 1 Juti - 31 Desember, telah wapb menyampatkan laporan kegiatan
perusahaannya pada penode Semester 1 tabun yang bessangkutan.

Bagi masing-masing surat persctujuan penanaman modal baik proyck
baru maupun perluasan diwajibkan membuat lapor.: secara terpisah.
Untuk surat persctujuan yang telah mennhiki TUAUT, laporan dapal
digabung dalam satu LKPM.

Perusahaan yang memiiiki kegiatan provek di lebih dari 1 kabupaten /
kota pada satu surat persctujuan,  wajb menyampaikan laporan
perkembangan proyek disetiap kabupaten/Kota secara terpisah.

Perusahaan yang memiliki kegiatan proyek di bebcrapa bidang usaha
dalam satu surat persctujuan.  wajib  menyampaikan laporan
perkembangan penanaman modaknya dalam satu laperan dengan merine:
realisasi proveknva per bidang usaha

Perusahaan yang memiliki kegiatan proyek secara bertahap, wajib
menyampaikan  laporan  masing-masing proyek menurut  tahapan
pelaksanaan proycknya.

Bagi proyek yang beralih status dari PMDN menjadi PMA, dari PMA
menjadi+ PMDN atau dari non PMDN/PMA menjadi PMA atau
melakukan penggabungan perusahaan (merger) dan belum memiliki
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IU/IUT wajib menyampaikan L.1. Sedangkan yang telah memiliki
IU/IUT, wajib menyampaikan L.2.

(9) LKPM dibuat dalam 3 (liga) rangkap, masing-masing disampaikan
kepada IPMK, IPMP dan BKPM.

(10} LKPM bagi perusahaan PMDN/PMA yang bertokasi di Kawasan Berikal
atau KAPET dibuat dalam 4 (empat) rangkap, disampaikan kepada
Penyelenggara Kawasan Berikat atau Pengelola KAPLT, 1IPMK, IPMP
dan BKPM.

Pasal 9

(1) IPMK melakukan evalyasi atas setiap LKPM yang diterima dan
menyampaikan hasi} evaluasinya kepada IPMP dan BRKPM dalam waktuy
selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak LKPM diterima.

(2) Jika terdapat kesalahan ataﬁ keraguan atas data yang d:sampaikan dalam
LKPM, IPMK dapat meminta perusahaan yang bersangkutan untuk
memperbaikinya.

(3) Dalam hal tertentu, BKPM dapat melakukan evaluasi atas LKPM.

(4) IPMK/IPMP melakukan evaluasi kumulatif atas pelaksanaan penanaman
modal dalam rangka PMDN/PMA diwilayahnya  setahun sckal dan
disampaikan kepada BKPM sclambat-lambatnya tanggal 31 Maret tabun
bertkutnya.

BAB VII

TATA CARA PEMBATALAN DAN PENCABUTAN SURAT
PERSETUJUAN

Pasal 10

(1) Atas  Surat Persctujuan Penanaman Modal dalam rangka PMDN/PMA
untuk proyek baru maupun perluasan, yang belum melaksanakan kegiatan
nyata dalam bentuk fisik dapat diajukan permohonan pembatalannya
‘Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

~(2) Permohonan pembatelu tersebut dapat diajukan oleh :

0. Perusahaan yang bersangkutan dengan melampirkan kefengkapan data
berupa;

I, Surat pernyataan dari para pihak dalam hal perusahaan belum
memiliki akia pendirian perusahaan atau rekaman hasii Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal perusahaan clah
memiliki akta pendirian perusahaan;
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2. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
3. LKPM periode terakhir.

b. IPMK atau IPMP dalam hal terjadi penyalahgunaan / penyimpangan
atas Surat Persetujuan yang telah diberikan.

(3) Surat  Persctujuan Pecnanaman Modal akan batal demi hukum apabila
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi proyek baru dan 2 (dua) tahun bagi
proyek perluasan terhitung scjak tanggal dikeluarkannya udak ada rcalisasi
proyek dalam bentuk kegiatan nyata.

(4) Pemyataan atau penetapan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) ditegaskan kembali secara tertulis oleh BKPM.

Pasal 11

(1) Atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang telah direalisasikan
dalam bentuk kegiatan nyata dapat diajukan permohonan pencabutan atas
sebagian atau seluruh proyeknya kepada BKPM.

(2) Permohonan pencabutan tersebut dapat diajukan olch :

a. Pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan dengan mclampirkan
kelengkapan data berupa:
1. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
2. Rekaman hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau
bentuk/cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.

b. Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota atau Instansi Penanaman
Modal Propinsi dalam hal terjadinya penyalahgunaun dan atau tidak
dipenuhinya kewajiban yang ditctapkan dalam  Surat Pcrscluj%-é{-.._’:' .
Penanaman Modal dengan melampirkan : rd N
1. Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP);
2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya;

(3) BKPM melakukan pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Mod Fe,, N/

terhadap perusahaan yang terbuk(i melakukan penyimpangan/pelanggaran
atas ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 12

(1) Surat Persctujuan Penanaman Modai — dapal dibatain.: apabila dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi proyck baru dan 2 (dua)
tahun berturut-turut bagi proyek perluasan sejak tanggal dikeluarkannya
surat persctujuan, perusahaan tidak pernah menyampaixan LKPM alas
proyeknya.
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(2) Kepada perusahaan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlcbih dahuiu
akan diberikan pemberitahuan atau pengumuman melalui surat oleh BKPM
dan atau pengumuman melalui media massa mengenai kewajiban untuk
menyampaikan LKPM.

(3) Apabila dalam jangka waktu sclambat-lambatnya 30 ( tigapuluh ) han
terhitung  sejak tanggal pemberitahuan  atau pengumuman  tersebut
perusahaan tidak menyampaikan LKPM atau tidak  mengajukan
permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proycknya, maka
BKPM akan membatalkan Surat Persetujuan Penanaman Modal yang telah
diterbitkan untuk proyck tersebut.

BAB VIII

SANKSI ATAS PELANGGARAN KETENTUAN PENANADMAN
' MODAL

PPasal 13

Sanksi akan dikenakan kepada perusahaan PMDN/PMA yang dalam kegiatan
proycknya melakukan hat-hal sebagai berikut :

4 Tidak memenuhi  kewajiban menyampaikan LKPM - sccara neriodik
Jan/ataw;

b. Menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang telzh diberikan daw
ati,

@ Mclanggar peraturan perundang-undangan penananiin 1oadal vang berlaku
atau ketentuan proyek penanaman modal yang bersangkuian atau ketentuan
perizinan yang telah diberikan.

Pasal 14

Sanksi vang akan dikenakan terhadap perusahaan-perusihaan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 berupa

a. Penolakan pelayanan perizinan atau,

. Penghentian sementara kegiatan pembangunan atau,

o Penghentian semeniara kegiatan produksi atay;

1 Panoahutan sebagian atau seluruh fasilitasyang diberiken ata,
@ Pescahutan Surat Persctujuan Penanaman Modal,

Pasal 15

(1) Scbelum sanksi schagaimana dimaksud dalam pasal 14 hurui'b, ¢, d dan ¢
dikcnakan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran, [PMK sctelah
berkoordinasi dengan 1PMP dan BKPM memberikan peringatan atau
teguran tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu
masing-masing 1 (satu) bulan.
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(2) Dikecualikan dari  pemberian peringatan atau teguran scbagaimana
dimaksud dalam ayat 1, bilamana perusahaan melakukan pelanggaran
yang dapat mengakibatkan timbuinya gangguan terhadap keamanan,
keselamatan umum, keterliban umum, dan tindak pidana yang tclah
mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum telap dari pengadilan.

(3} Perusahaan yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan kepada
IPMK atau IPMP atau BKPM, apabila hal-hal vang menyebabkan
pengenaan sanksi dianggap tidak benar dengan disertar bukti-bukti yang
diperlukan. -

Pasal 16

(1) Sanksi berupa penolakan pelayanan perizinan, dikcnakan  terhadap
perusahaan apabila tidak menyampaikan LKPM secara penodik, sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan
secara tertulis oleh BKPM kepada yang bersangkutan dengan tembusan
kepada IPMK dan IPMP.

Pasal 17

(1) Fanksi berupa penghentian sementara keglatan  pembangunan, dikenakan
terhadap perusahaan yang jenis usahanya wapb dilengkapi dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), namun perusahaan sudah
melakukan kegiatan pembangunan fisik sebelum AMDAL nya mendapat
persetyjuan dan Inslanst yang benvenany.

(2) Sanksi berupa penghentian sementara keglatan  produksi, dikenakan
terhadap perusahaan, apabila terdapat salah satu atav lebth dan hal-hai
berikut :

a. Proses produksi, bahan baku/penolong yang digunakan (ernyata
membahayakan keselamatan umum,
Kegiatan perusahaan menimbulkan pencemaran ingxungan hidup;

c. Perusahaan tidak memiliki lzin Usaha Tetap setelah verprodukst;

d. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya dan aiau
melaksanakan proyck tidak sesuai dengan Surat Persctujuan.

(3) Pengenaan sanksi penglientian sementara kegiatan pembaigunan dan atay
kegiatan produksi, diatur sebagai berikut
a. Sanksi penghentian sementara kegiatan pembangun. dan atau kegiatan
produksi ditctapkan oleh Bupati/Walikota yang beisdnghutan atas usu]
IPMK setelah berkomunikasi dengan Gubernur aias usul IPMP atau
oleh BKPM.

b. Pengenaan sanksi penghentian sementara sebagaimana terscbut dalam
huruf a., disertai dengan penetapan batas waklu bagi perusahaan yang
bersangkutan untuk mengadakan upaya perbaikan;




c. Apa bila terjadi pelanggaran yang dapat mengakibatkan timbulnya
gangguan terhadap keamanan, keselamatan umum dan ketertiban umum
yang bersifat mendesak, Bupati‘Walikola sctempat dapat langsung
memerintahkan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan
untuk menghentikan semeniara  keglatan pembangunan dan  atau
kegiatan produksi, dengan tembusan disampatkan kepada Gubermur dan
Kepala BKIPM.

d. Keputusan penghentian scentara kegialan pombangunan dan atau
kegiatan produksi akan ditinjau kembali, bilamana dalam batas waktu
yang telah ditctapkan, perusahaan telah melaksanakan perbaikan.

Pasal 18

(1) Sanksi berupa pencabutan scbagian atau seluruh fasilitas, dikenakan
terhadap perusahaan apabila melakukan salah satu atau lebih hal-hal sebagai
berikut :

a. menyalahgunakan fasilitas yang diberikan,

tidak melakukan usaha perbatkan dalam waktu yang ditetapkan
Bupati/Walikota vang bersangkwtan sctclah perusahaan terkena sanksi

—— e ——— |
penghentian sementara Kegiatannya.

(2) Pengenaan sanksi pencabutan scbagian atau seluruh fasilitas yang telah
diberikan dalam Surat Persctujuan Penanaman Modal dilaksanakan olch
BKPM,

(3) Berdasarkan keputusan pencabutan fasilitas tersebut Dircktorat Jenderal
Bea dan Cukai serta Dircktorat Jenderal Pajak melaksanakan tindak lanjut
atas pencabutan fasilitas berupa pengembalian fasilitas yang terhutang dan
IPMK, IPMP dan BKPM memantau tindak lanjut pelaksanaan pencabutan
fasilitas dimaksud.

Pasal 19

(1) Sanksi berupa pencabutan Surat Persetujuan dikenakan terhadap perusahaan
apabila terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal sebagai berkut :

a. Perusahaan yang sudah meclaksanakan legiatan penanaman modal
dalam bentuk kegiatan yang nvata, tetapn udak melanjutkan usahanya:

b. Tidak melakukan usaha perbaikan dalam wakiu yang ditetapkan
Bupati/Walikota bersangkutan setelah terkena sanksi penghentian
sementara kegiatannya, dan/atau sclelah terkena sanksi pencabutan
fasilitasnya;

¢. Ditemukan adanya pelanggaran perizinan; !




d. Adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap atau karena hal-hal fain menurut peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

(2) Datam hal perusahaan sudah mempunyat IU/IUT, sanks: pencabutan Surat
Persetujuan sckaligus berlaku sebagai pencabutan [U/IUT.

(3) Pcngenaan sanksi pencabutan Surat Persctujuan dilaksanskan oleh BKPM
(4) Scheluin sanksi  scbagaimana  dimaksud  dalam avar (1) dyatuhkan,
dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Tun Pengawasan - Penanaman
Modal kabupaten Kota yang dituangkan dalam bentuk BAP sebagaimana
dimaksud dalam pasal 0.
BAB IX
PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL DI DAERAII KAPET DAN
KAWASAN BERIKAT / OTORITA
['asal 20
(1) Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di dacrah
KAPET dilakukan olech IPMK dengan berpedoman pada Kelentuin-

ketentuan schagaimana diatur dalam Keputusan inl.

(2) Dalam menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di
daerah KAPET, IPMK bekerjasama dengan Badan Penyelenggara KAPET.

I'asal 21
Penyclenggaraan pengendulian pelaksanaan penanaman modal di daerah

Kawasan Berikat dan Otorita dilakukan oleh BKPM bekerjasama dengan
Penyelenggara Kawasan Berikatl dan Otorita.

BAB X
KETENTUAN-RETENTUAN LAIN
Pasal 22

(1) Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek, wajib
menunjuk seorang penanggung jawab perusahaan di daerah lokasi proyek
dengan tugas dan fungsi scbagai berikut :

a. Mewakili perusahaan dalam membina hubungan kedinasan dengan
IPMK, IPMP, BKPM atau Instansi lain yang bersangkutan dengan
penanaman modal.
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b. Menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal §. dan
memberikan penjelasan yang diperlukan dalam  kaitannya dengan
laporan terscbut.

(2) Penanggung jawab perusahaan harus dapat memperlihatkan izin-izin yang
bersangkutan dengan penanaman modalnya di lokasi proyek.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota dan/atau Instansi Penanaman
Modal Provinsi dapat melakukan pembatalan atau pencabutan baik atas
permohonan perusahaan atau karena adanya pelanggaran atas Surat Persctujuan
yang telah diterbitkan sesuai kewenangannya sebelum ditctapkannya
Keputusan Presiden No 29 tahun 2004 , selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
han kerja sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini.
BADB XTI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

(1) Hal-hat lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebib lanjut
dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penariaman Modal.

(2) Keputusan int mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarla

Tanggal : 2[] JUL 200%




BADAN KOQORDINAST PENANAMAN MODAL

ICEPUTUSAN

FIPALA BADAN KOORDINAST PENANAMAN MOD AL

NOMOR - 71 SK2004
TENTANG

PERUBAIIAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASIE

DENANAMAN MODAL NOMOR 61/SK/2004 TENTANG PENGLENDALIAN

PELAKSA.CAAN PENANANMAN MODAL

KIPALA BAIAN KOORDINAST PENANAMAN MODAL,

bnbane ;0 beleew untuk Udak menimbulkan kekelian dalam menafsirkan ketentuan
beberapa pasal dalam Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Womor 61/SK/2004, maia dipandang perlu menvempumakan Surat
Fle;wiusan Kepala Badan }Coord'nusi Penanaman Modal Nomor 61/5K/2004
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o Pengendalien Peluksanzan Penanaman Modal

Undang-undang Nomot | Tzhun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
{I_embaran Negare Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Namar 281%) schagaimana iciah druibah dengan Undang-undang Namor 11
Tshun 1970 ( Lembaran Negara. Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan
i1 ombaran Negare 29475,

Undang-undang Nomwor ¢ Tahun 1908 tentang Penanaman Modal Datan
Neeen (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Meoma Nomor 2853) sebagzimana telah diubah dengan Undang-undang

" Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan

P embaran Hegara Nomer 2945);

tindeng-undang Nomer 7 Tanun 1683 tentang Pajak Pcnghasilani_(l_,cmbaran-

RN Tai.un 1983 Nomer 50, Tambahdn Lembaran Negara No. 3263)
Gvivwimant telah beberapa ali divbah terakhir dengan Undang-undang

.E«;,..-J, i7 ‘fahun 2000 (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Yiomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

Indang-undang Nomor 8§ Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa, dan Pajak Pejualan alas Barang Mewah (Lembaran
Nesara Tahun 1983 Nomor 51, Teambahan Lembaran Negara Nomor 3264)
cobzezmani kil bebespn kali dimbali erakhir dengan Undang-uikding
Pomeor 18 Lahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128,

Bl o D embeaae D Clornene l‘.]‘“‘{’).




i

Undang-undang Noinor 14 7ahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomeor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

Lindang-unding Nomar 33 Tahun 1997, tentang Pengclotaan Linglbungan
Hidup (Lembaran Negars Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembarar
Flegara Noma, 3699):

Uindang-undang Nomor 22 Tudwn 1999 tentzng Pemerintakan Daersh
(iembaian Negara Jshan )¢
Doomor 38397

oy Nomor G0, Tambahan Lembaran Neaars

Feininren Pemerintah Newmor 20 Tahun 1986 tentane langka Wakte lzin
PFenanaman Modal Asiae (Lanbaran Negara Tahun 1986 Nomor 32,
Tmmbahan Lembatan Nomor 3335) sebagaimana telah diubah engan
Peraturan Perierintah Noimor 9 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993
Nomor 13, Tambahian Lemizzarzn Megara Nomor 3515);

iraturan Pemenntab Nomor 20 Tahun 1994 tentang Peinilikan Saham

I2ilam Perusabaan Yung Didiriksn Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
{Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambzhan Lembaran Negara

M e TELY
SNOINOT .J:'.}.f.)

P E

stoagaimean: leieh iclan diubah dengan Peraturan Pemerintah
INomior 83 Tahun 20GifLembaran Negara Tahun 2001 Nomor 154,
‘tambahan Lembaran Neczrz Nomar 4162);

ot Peraturan Pemenimaly Neowor 13 Tabun 1995 tentang Izin Usaha Industri

{l.cinbaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3590,

i. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Penimbunan Berikat

(J.cmbaran Negara Tahun 1996 Nomer 50, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3638) scbagaimenz telah diubah dengan Peraturan Femecrintah
Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3717);

- Perawuran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang -Analisa Mengenai-

Pumpak Lingkungan (Lensbaraan Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3838);

L]
Perztwran Pemeniah Womor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1981 tentang

Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakinr dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang

Kawasan Pengembangan Ckonond Terpadu;



fenetapkan

t6. Keputusan Pressdes Republik ingonesia Nomor 197/M Tahun 2001;
' 1
17. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelengearaan
Menanaman Maodal dalam rangka Penanaiman Modal Asing dan Penanamaun
Modal Dolam Negent melalui Siarm Peiayanan Satu Atap,

o Heputusin Kepalz Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor §2/8K/2002
tentang Orpanisasi dan Tatz Kesa Badan Koordinas: Penanamian Modal
sehagamnan: ik d ubzh denoan Keputusan Kepala Badan Kooiginaa

Ponagnaninng Nodsl Memor 435407003

PRepa: SBodan Roordinast Penanaman Modal Nomor $7/SE /2004
tenteng Pedoniss o dan Tetecarn Permohonan Penanaman Modal Yang
Indirikan Daiarny Rangke Penznanan Modal Dalam Negen dan Penznanian

c Keputuss

080
19
!

hndal Aning
2o Reputusa ilepele Balan Roordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004
ivitang Pengandzivey Pelzisanzzn Penanaman Modal.
MEMUTUSKAN :
: REPUTUSAN KEPALA DBADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL TENTANG PERUBAHAN @ ATAS SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR
61/SK/2004 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Merigubsh keteniuan Paszal 6 avat (4) dan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Kepala
Badan Koordinasi Penanzinan Modai Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian
Pelotanaan Pensnaman Modal, selingga keseluruhan Pasal 6 dan Pasal 7

UL, . e & o CRegoo o
SNV f\L.b\f..‘L: L VR,

CUPasal 6

(i) bwnita Acarz Pemcriksaan  Provek  (BAP) diperlukan untuk pengajuan
cenmohonan i Usahw/ 1zin Uszha Tetap ( TU/IUT), pengenaan sanksi dan

veperluan lsinnye.

(27 Permohonan uimwk dilakukan pemenksaan proyek dalam rangka penerbitan
JUNUT diajukan kepada IPMP, dergan menggunakan formulir sebagaimana
fampiran |

(3) Pemeriksaan provek dan pembuatan serta penandatanganan BAP untuk

keperluan  scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim
Yeanaan [ orenaman Modsl yang dibentuk berdasarkan
bemur,

3

Pengendaling Pelz

Suiat Kepotesan Cu




.

-l

()

e (-1} 'Thu Penvendaban Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi dikoordinasikan

oleh IPMP berangeotakan wakil dari dinasfinstansi erkait tingkat Provinsi
wakne

a o Dinax‘lnstans: Sckioral;

b Kanwad Daeckiorat Ienderal Puiak;

v Nanwal Picckiora Jenderal P,c-:: & Cukai;

G leanwad Boadun Portaneian Naaonal;
v P Feaonera Roerpan

oo oo

H

s Fadup:

Tnatunng Lonn

@ v dinpuagee perly,

ikszan provek dan pembuatan seriz penandatanganzn BAP
cuivnn maksud atau veperluan pembuatan BAP.

Pl ndih direrhikan sebagar persyaratan permchonan JU /7 JUT untuk
o ovek-provek vang berlokasi di Kawasan Industn, namun dalam hal tertentu

r

iir i dapat melakukan pemenksaan atas proyek yang dilaksanakan.

Perbuatan BAP sebagai laporan pemeriksaan proyek menggunakan formulir
sebrraimana tersebul pada

o Lampiran HA,  untk pembuzian BAP dalam rangka peneriitan JU/UT
proyek-proyek yang bergerak di bidang/kegiatan usaha
Kawasan Industn, Lapangan Golf dan Perumahan ;

ampiran 1B, untuk pembuztan BAP dalam rangka penerbitan [UAUT
proyck-proyck vang bergerak di bidang/kegiatan usaha
selain tersebut pada huruf a;

¢. lampiras. (11 unltuk pembuatan BAP dalam rangka pencabutan

persctujuan  penanaman  modal  karena  adanya
pelanggaran’

**Pasal 7

1340 uniuk TUZIUT meliputi antarz Jain

2 Pemeriksaan atas kelengkapan administrasi; |

. Pemeriksaan icknis atas mesin-mesin / peralatan dan bahan bakuf
penolong vang digunakan.

134P untuk penerbitan IU/IUT diselesaikan dalam jangka waktu paling lama

12 (Jua belas) hari kerja terhitung scjak tanggal diajukannya permohonan
penieriksaan provek oleh perusahaan yang bersangkutan kepada IPMP.

4




(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) han kenja
BAP untuk penerbitan TUAUT tersebut tudak dapat dipenuhi maka BKPM
II!Ci!.‘__‘l:m'Ih” l;mgkah untuk mcn]pcrccpal proscs pcncrbitan IUIUT dengan
memperhziikan data yang tercantum dalam LKPM vang telah disampaikan

oleh peruszhaan dengan fengkap dan benar.”

Pasal II

Menenhan [ampean | Kepatusan Kenala I3adan Koordinas: Penanamian Modal
Wotine Gis510/2000 cnime Pengendadyan Pelaksanaan Penanaman Modei sehinggn

- berbunvi sebasanmana tersebut dalam Lampiran Kepuiusan

bosciuiehon Lampen

Pasal 111
Fopuivsan in: muial erlukie sejak tengzel drictapkan.
Ditetapian di : Jakarta

radz anggal 0% 0CT 2004

<IN BADANKOORDINASI PENANAMAN MODAL
o \ AN

AN\




UNIVERSITAS “45” MAKASSAR
FAKULTAS HUKUM Ma%sar,/ﬁ Februari 2005

Hal : Permohonan Judul Penelitian dan Penulisan Htikum (Skripsi)

Kepada Yth, _
Ketua Program Studi Ilmu-Iimu Hukum
di-
Makassar
Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama > Yusri Yunus
No. Stambuk : 45 99 060 048
Minat » Hukum Tata Negara

Jumlah SKS yang telah dilulusi 146 (Transkrip terlampir) mengajukanjudui penelitian dan
ulisan hukum, sebagai berikut (out line terlampir);

( @ijauan Hukum tentang Investasi Asing Dalam Kaitannya dengan Otonomi Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing d1
Makassar

2. Beberapa Catatan Hukum Tentang Penggajian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP
No. 11 Tahun 2003 di Kota Makassar,
3. Implementasi Pemerintahan Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

Pembimbing I h " MW @M

y /&-ﬁ-«’leﬂ«“ﬂ &M

Demikian, atas pertimbangannya diucapkan terima kasih

Mengctahul

Mahasiswa ybs,

Yusri Yunus :%l;'s

Penyempurnaan Judul :

# Rekomendasi




| s o T e ¥ S L e e AR AN A e

FAKULTAS HUKUM UNIVERSIT MAKA
STATUS AKREDITAST BAN sxmwnfoﬁf;%)mmasxgtm
Tolp. (0411) 452901 - 452789 Pxx. 432948
et Uty Sueroharjo Kin4 Mukassar

Makagsar, § Juni 2005

Nomor  ; X99/FE/U-45/ VI /2005
Lampiran :-
Perihal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth : KEPALA KESATUAN BANGSA PROPINSI SULAWESI SELATAN
. DI-
. MAKASSAR

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan penulizan ilmigh mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas “45”, maka disampaikan bahwa mahssnm atas nama :

Nama : Yusri Yunus
Nomor Stb ;4599060048
Program Studi : Ilmu — Hlou: Hukum
Bagian : Hulacn Tata Negara

-Judu} Skripsi ; Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Penanaman Modal Asing
. Memurut Undang- Undang Nomor 11 Tamm 1970 Dalam
Kaitangnya Dengan Otonomi Daerah
( Study Kasus Di kota Makassar).

Akan melakukan pengumpulan datzi!infonnasi pada:

1. Kantor Badan Promosi Penanaman Modal Daerah
12. Peruszhaan Penanaman Modal Asing ( PT CARGILL INDONESIA)
.3. Kantor DPRD Propinsi Sul-Sel.

'Untuk maksud fersebut, kiranya mahagiswa bersanglutan dapat diberikan data
Iymg berkaitan dengan judul skripsi.

lDe:mklan, atas bantl.um dan kerjasama yang baik, sebelumnya disampaikan terima
kamh, _

— mina—

Tembusan:
1. Rektor Universitas “45"
2. Arsip
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SURAT KEPUTUSAN :
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 45
NOMOR: A /FHU-4S/V /2005

Tentang

SUSUNAN PANITIA DAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN PROPOSAL

Menimbang: a

b.
c.

: L

“w

Menetapkan :

Kedua

Ketiga

DEKAN FAKULTAS HUKUM

bahwa dalam rangku penyelesaian studi mshasisws Fakultas Hulum Universitas
45, dipandang perlu mengadakan ujian proposal.

bahwa untuk mengadakan ujian proposal, pelu ditmjuk pengnji ujian proposal;
bahwa penunjukan pengniji ujian proposal ditetaplom dalem surat  keputusan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Talum 2003 tentang Sigtem
Pendidikan Nasional.

Peruturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi .

Keputusan Monteri Pendidilem dan Kebudaysan Nomor 0325/U/1994 tentang
Kurikulum yang beriaku Nasional Program Serjans Hmg Hukom,

Keputusan Dirjen DIKTI Nomor S3/DIKTVKEP/1996 Tanggal 26 Februari 1996
Status Disamakan Falultas Hukum Universitas 45.

Keputusan Badan Akreditasi Nasional (BAN), SK. Nomor 78/D/01/1997 tentang
Akreditsi Fakultas Hukum Universitas 45.

Statuta Universitas 45 tanggal 135 Februari 1986.

MEMUTUSKAN

Memgnjuk mereka yang tercantum namanys dalam lampian surat keputugan ini,
sebagai panitia dan doesen penguji ujian proposal mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas 45,

Mereka yang ditunjuk sebagai pengnji akan diberi honor pengnji yang besamnya di
sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Universitus 45.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan , apabila
dikemudian hari terdapat kekeli di dalamnya akan diadakan perbaikan
sebagaimana meatinya

Ditetapkan di : Makassar
Rada Tanggal : 10 Mei 2005




Eanupman S eputiusan Dekan Fakaltas Flukun Universitag <458

RTIN A cFHAU-ASS 0 20058
Tanggul o 20 Mer 2008
Teutang © Susupan Panitia dan Penetapan Dosen Penguji Uji:m Proposal

Malasiswa Fakultas Hulaun Universtias <45

Penemwas Unnogg -
I ekion Umiversilus 48
2 Pembanty Rektor T Universitas 45>

Fetua Patin . Dekan Fakultas Hokumn Universitas <457

Sekreburis o Pembantu Dekan I Fakultas Hukwsn Universitas “45>
Mahasiswa COYusn Yuhas

WNo.Sib, C 1599060048

Waktu . 09 30-10.30

TIM Pengiji 1 Dr. teH Abrar Saleng. SH MH

2. Pary Salim SH.
I Andi Aprasinge, SH MH.
1 Abd Bahman, SH MH

HSNAKKAWARL, SELMIEL




PEMERINTAH PROVINS| SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA

Jalun Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884

MAKASSAR 90231
Nomor 070/ IS%— -1 - SS. Makassar, g Juni 2005,
Sifat : Biasa, Kepada
Lampiran 1. SEKR.DPRD PROV, SUL SEI

Perihal  : Isin Penelitian. Yth 2. A ADAN PROMOST PERAN)
3. WALIKOTA MAEKASSAR

Berdasarkan Surgt  Dekan Fakultas Hukum Universitaa ¥45" Makassar -
No.D. 99/?!1/11—45)]?1/2005 tanﬁnl 6 Juani 2005,
Dengan ini disampaikan kepada Saudura hahiwy yang tersebut di bawah ini :

Naima : YUSRI YUNUS

Tempat/Tanggal luhir ' Ujungpandang, 12 Juni 1979

Jenis Kelamin : Lakl laki

Pekerjaan *  Mah. Pak. Hukum Univ. “45" Mks.

Alamat * J1, Urip Sumoharjo Km., 4 Makassar.

Bem udak%n mengac 1adak e 0‘ uxu & n  diDaerah / Instansi Saudara dalaz
s XNAXN r% BV EARGAWASAR DERSNANAY MODAL ASING MENURU? UNDANG-

UNDANG NO.ll TAHUN 1970 DALAM KAITANNRYA DGN. OTONOMI DAERRAHY.

Sclama : 2 (dua) bulan tmt.10 Juni 2005 s/d 10 Agustus 20(

Pengikut/peserta : Tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atus pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut
dengan kelentuan

1. Scbelum dan sesudah melaksinukan kegintun kepada yang bersangkutan harus melapor kepada
Bupati/Walikota, ¢y. Kepala Kantor 7 Kepaki Badan Kesbang setempat apabila kegiatan dilaksanakan
di Kabuputer/Kola.

2. Peneli tian liduk]ncnyimpang duri [zin yang diberikan,

3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangun yang berlaku dan mengindahkan Adat - Istiadat
dacrah setempat.
aerah setempa WS EKRIPS IV

4. Menyerahkin | (satu) exemplar Copy hasi) kepada Gubernur
Sulawesi Sclatan cg. Kepala Badan Kesatuan Bungsa Provinsi Sulawesi Sclotan,

Demikian untuk meadapatkin perhatinn.

Tewbusun:

1. Dirjen Keshang Depdagri di Jukarta

2. Gubemur Sulawesi Selitan {Sby. Lap) i Makassat / ? : .

1. Pangdam VIl Wrb. Ji Makassar i DRAL SRALL. H.LAHADE.

. alda Sulsel di Makussur . PaY i
5.Dekan Fak. Hukum Uni¥w, "45% Mks- N‘ %k'; : ﬁ{g 03; 088.

6. 3dr. Yusri Yunus,
lTArstiyp.
8.




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

KANTOR KESATUAN BANGSA
JI. Ahmad Yani No. 2 Telp. { 0411 ) 315867 Makassar

Makassar, 14 J u n 4 2005

Nomor : 070/ 6’6/ -/KKB. 2005. Kepada
Lampiran : -
Perihal : IzinP . Yth,1, KEPALA BINAS PENANAMAN MODAL

KOTA MAKASSAR ;
2« MIREKXTUR PY.CARGILL INBONESIA ;
3., SEXRETARIS DPRD KOTA MAKASSAR.
Di_
Makassar

Dengan Hormat,

o
Menunjuk Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prep.Sulsel,
Nomor: 070/1597-111/BKB-SS, Tanggal ® Juni 2005,
Penhal tersebut di atas, maka bersama im disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : YUSRI YINUS,

Stb / Prog/Jurusan : 45 99 060 O48/I lmu-Iluu Hukuw,

Instansi / Pekerjaan :  Mah,Fak, Hukum Univ,"45" Makassar,
Alamat © Jl.Urip Sumeharje Km.4 Makassar,

Judul . WPELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENANAMAN

MOBAL ASING MENURUT UNDANG-UNBANG NO.1%
TAMSN 1970 BALAM KAITANNYA DENGAN OTONO-
ML DAERAN, *

( Studl Xasus di Keta Makassar )

Bermaksud mengadakan e n @ 1 4 t 1 a n Instansi /Wilayah Saudara

dari tanggal1h Juni 2005 s/d 10 Agustus dengan hal tersebut ,
pada prinsipnya kam: dapat menyetujui dan harap diberikan bantuan dan fasilitas
seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan selanjutnya yang
bersangkutan melaporkan hasilnya kcpada Wallkota Makassar Cg. Kepala
Kantor Kesatuan Bangsa. g '

PcmblnaTkI
580007 348

Tembusan :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prop. Sul — Sel.
Kepala Balitbangda Prop. Sul — Sel.

Dekan Fak.Mukum Univ, *45" Makassar}
Sdr. Yusrl Yunus

Pertinggal.

G W -



PEMERINTAH PROPINS| SULAWESI SELATAN
BADAN PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Jalan Jenderai Urip Sumoharjo No. 269 Telp.(0411) 453814 Fax (0411)423478 www, bppmd-sulsel. go id
MAKASSAR 90231

SURAT KETERANGAN
Nomor : 080/757/11/BPPMD/2056

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Drs. Hj. TENRI A. SULTHAN
Jabatan . Sekretaris BPPMD Prop. Sul-Sel,

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yusri Yunus
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 12 Juni 1979
Jenis Kelamin + Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Hukum Universitas “45” Makassar
Alamat . Ji. Syech Yusuf, Komplex Kodam Katangka
No. E/6 Makassar
STB : 4599060048

Telah mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul
“PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENANAMAN MODAL ASING
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 Jo. UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1970 DALAM KAITANNYA DENGAN
OTONOMI DAERAH" (Study Kasus di Kota Makassar) pada kantor Badan
Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Propinsi Sulawesi Selatan, sejak
tanggal 10 Juni 2005 s/d 10 Agustus 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Makassar, 15 September 2005
&n’K hala BPPMD Prop. Sul-Sel.

Nip.- - 010 110 860



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIAT DEWAN

JI. Jend. Urip Sumoharjo No. 58 Telp. (0411) 453344 - 453646 - 453461 Makassar, 80232

Nomor : 800 IX/05

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Buchari Ukkas

Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yusri Yunus
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 12 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Hukum Universitas “45” Makassar.
Alamat : J} Syech Yusuf, Komplex Kodam Katangka
No. E/6 Makassar.
STB : 4599060048

Telah mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Sekripsi dengan dengan
Judul "PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 Jo.
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1970 DALAM KAITANNYA
DENGAN OTONOMI DAERAH” (Study Kasus di Kota Makassar) pada Kantor
Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sejak tanggal 10 Juni 2005 s/d 10
Agustus 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Makassar, 14 September 2005

: 580 008 921



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL

JI. A. Yani No. 2 Makassar Telp. 316263 - 316749 Psw. { 247 - 248 )

SURAT KETERANGAN

Nomor: 020 64 7 vem /1% 105

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama - Drs. Abdul Rabman Akil
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas
Penanaman Modal Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa -

Nama s Yusri Yunus

Tempat / Tanggal Lahir  : Ujung Pandang, 12 Juni 1979

Jenis Kelamin . Laki-Laki

Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum Universitas
"45" Makassar

Alamat - JI. Syech Yusuf, Komplex Kodam
Katangka No.E/6 Makassar

STB - 4599060048

Telah mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan
judul "PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 Jo.
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1970 DALAM KAITANNYA
DENGAN OTONOMI DAERAH" (Study Kasus di Kota Makassar) pada
Kantor Dinas Penanaman Modal Kota Makassar, sejak tanggal 10 Juni
2005 s/d 10 Agustus 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Makassar, 12-September 2005

An. Kadis Penanaman Modal

"2 Pangkat”’ Pembina
T NIP;T 010074 916



Neator = 299 Fid /40 151N 005
Lasuyp,
tral @ Prhodangan

Kepada

Yt : Bapak/Ibu
@]
Makassar

[Xengan hormat,
Dengan ind dinndans Bapak,/ 1bu untuk mergui ujian skripsi mahasiswa
Program Straty Satu (51} dd

Nama S Yusi Yunus

No.Stb. : 59906048

Minat Hukum Tala Negara

Judw Skaipsi : Pelaksaniaan Iungsi Pengawasan Penananian Mol

Asmg Nenonnt fmideng Undang, No. [ Fahon 1967 1L -
Uindang, Undang, Namor 18 Tahwm 1970 | aigm
Faitansn s lone gy Caonona | aerahy

Hard /Tanggal L Talig, 28 Soprember 2005

Woktu 2 HL30 - 12,30
Tempat : Ruing, Dosen LAV

["mnitin § Hian
Pengmwus tarmonm :
I, Bekdonr Uiversitas 45
2. I'enbantu Rektor I Universitas 45

Felua : Dekan Fakultas | hikien Universitas 45
Sokaetans 'omibantn Deken | Fakealtas Hukoam Universitas .15

Peuguji
Fetua © el HL Alwar Saleng, SH ML
Anggota t Lo Andi Aprasing, SH.MIL

2. NMhih Rusli, SEL

3. Abd. Rahnwuy, SHOMIL

Sckretasis Ujtan : Favziah 1. BakiiSH, MH.

Phevnkion vndangan inic atis pordatian Lipak/ b disampaikin terina kasily,
”~

LEgKY°
7 Zalkifli Makkawarm,SH.MH

Tembusan:

L Rektor {lyiversitas 45

2. Pewmbrantu Rektor | Universitar 45
3 Arsi 1



BURAT L EPUTUSAN
DERAN FARULTAS HUE UM UNIVERSITAS <45
NOMOR \2@_& -5/ INA2005

Tenwtung

SUSUNAN PANTFEA DAN PENETAPAN DOSEN PENGUIT UJIAN SKERIPSI
DEF AN FARTTAS HUKUM,

wbake: 0 babewva daln rangka pemyelesaran studi nabasiswa Fakultas Lukam Upjversitas 45
dipandane perly mengadaka ujizu sketpsic
b, babwa umuk mengadaba wian skripst, perhe ditanjul penguji njian shripsi;
¢. bahwa peninjukan penguji ujian skripsi ditetapkan dalam sural keputusan;

.

sal : 10 Undang-undang Republik Todonesis Notor 20 Talnn 2003 (entang Sistern Pendidikap
Nasionat.
2. Veraturan Pewnerintah Notwor 60 Fadun 1999 lentang Pendidikan Tingei .
3. Foeputuean Mentert Pendidikan dan Eebuduyaan Nowor 0328/0/1994 temtang Eowrikudu
yimg: berlaku Nasional Program Savjana U Vel
4. Eeputusan Dirjen DIECTT Nomor S 3D 1 EP/ 996 Tangeal 26 Frbruari 1996 Statns
Disamakan Fakultas Hokone Universatas 7457
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